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PENYELENGGARAAN SISTEM BANK
INDONESIA - ELECTRONIC TRADING PLATFORM

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia

Nomor 17/36/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA PESERTA
SISTEM BANK INDONESIA -
ELECTRONIC TRADING PLATFORM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan telah berlakunya Per-

aturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 ten-

tang Penyelenggaraan Transaksi,

Penatausahaan

Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika {Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5762 ), perlu mengatur ketentuan mengenai
penyelenggaraan sistem Bank Indonesia-Electronic
Trading Platforn dalam Surat Edaran Bank Indanesia
sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang
dimaksud dengan:
1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang yang men-
gatur mengenai perbankan termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
neg‘eri dan Bank Umum Syariah termasuk
Unit Usaha Syariah {UUS) sebagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang yang menga-
tur mengenai perbankan syariah.

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebi-
jakan moneter oleh Bank Indonesia dalam
rangka pengendalian moneter melalui Oper-
asi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga
{Standing Facilities}.

Operasi Moneter Syariah adalah pelaksa-
naan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia
dalam rangka pengendalian moneter melalui
kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penye-

10.

diaan Standing Facilities berdasarkan prinsip
syariah.

Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya dis-
ingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pas-
ar uang yang dilakukan oleh Bank indonesia
dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rang-
ka Operasi Moneter.

Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selan-
jutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan
transaksi pasar uang berdasarkan prinsip
syariah yang dilakukan oleh Bank indonesia
dengan Bank dan pihak lain dalam rangka Op-
erasi Moneter Syariah.

Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang
selanjutnya disebut Standing Facilities adalah
kegiatan penyediaan dana Rupiah (lending fa-
cility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan
penempatan dana Rupiah (deposit facility)
oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka
Operasi Moneter.

Standing Facilities Syariah adalah fasilitas
yvang disediakan oleh Bank Indonesia kepada
Bank Umum Syariah dan UUS dalam rangka
Operasi Moneter Syariah.

Surat Berharga adalah surat berharga yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah,
dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan
pada BI-SSSS.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya dis-
ingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan
Surat Berharga Syariah Negara.

Surat Utang Negara yang selanjutnya dising-
kat SUN adalah Surat Berharga yang berupa
surat pengakuan utang dalam mata uang Ru-
piah maupun valuta asing yang dijamin pem-
bayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
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12.

k38

14,

15.

11

17.

Republik Indeonesia, sesuai dengan masa ber-
lakunya, sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang yang mengatur mengenai surat
utang negara.

. Surat Berharga Syariah Negara yang selan-

jutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut
Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti
atas penyertaan terhadap aset SBSN, dalam
mata uang Rupiah maupun valuta asing, se-
bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai Surat Berharga
Syariah Negara.
Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading
Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-
ETP adalah infrastruktur yang digunakan seb-
agai sarana Transaksi yang dilakukan secara
elektronik:

Transaksi adalah Transaksi Dengan Bank In-
donesia dan Transaksi Pasar Keuangan.
Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah
transaksi yang dilakukan oleh Bank Indone-
sia dalam rangka kegiatan Operasi Moneter,
Operasi Moneter Syariah, dan/atau transaksi
SBN untuk dan atas nama Pemerintah, ser-
ta transaksi lainnya yang dilakukan dengan
Bank Indohesia.

Transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi
Surat Berharga dan transaksi pinjam-memin-
jam secara konvensional, atau yang dipersa-
makan berdasarkan prinsip syariah dalam
rangka transaksi pasar uang dan/atau trans-
aksi Surat Berharga di pasar sekunder.

Bank Indonesia-Scripless Securities Settle-
ment System yang selanjutnya disingkat Bi-
SSS8S adalah infrastruktur yang digunakan
sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan
Penatausahaan Surat Berharga, yang dilaku-
kan secara elektronik.

Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Set-
tlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-
RTGS adalah infrastruktur yang digunakan

sebagai sarana transfer dana elektronik yang

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

setelmennya dilakukan seketika per transaksi
secara individual.

Penyelenggara Sistem BI-ETP adalah -Bank
Indonesia yang menyelenggarakan Sistem BI-
ETP. :

Peserta Sistem BI-ETP yang selanjutnya
disebut Peserta adalah pihak yang telah me-
menuhi persyaratan dan telah memperoleh
dari sebagai
peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-
ETP.

Penatausahaan adalah kegiatan yang men-

persetujuan Penyelenggara

cakup pencatatan kepemilikan, kliring dan
setelmen, serta pembayaran kupon/bunga
atau imbalan dan nilai pokok/nominal atas
Surat Berharga dan hasil Transaksi tanpa Su-
rat Berharga.

Sub-Registry adalah Bank Indcnesia dan pi-
hak yang memenuhi persyaratan dan dis-
etujui oleh penyelenggara BI-SSSS sebagai
peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi Pe-
natausahaan bagi kepentingan nasabah,
Dealer Utama adalah Bank dan perusahaan
efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
sebagai dealer utama dalam transaksi SUN
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
dealer utama.

Peserta Lelang adalah Bank dan perusahaan
efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
sebagaj peserta lelang dalam transaksi SBSN
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur menge-
nai penerbitan dan penjualan surat berharga
syariah negara di pasar perdana dalam negeri
dengan cara lelang.

Rekening Giro adalah Rekening Giro seb-
agaimana dimaksud dalam Peraturan Bank In-
donesia yang mengatur mengenai hubungan
Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan
pihak ekstern.

Rekening Surat Berharga adalah rekening

peserta BI-SSSS dalam mata uang Rupiah
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

dan/atau valuta asing yang ditatausahakan
di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan
kepemilikan dan setelmen transaksi Surat
Berharga, Transaksi Dengan Bank Indoﬁesia,
dan/atau Transaksi Pasar Keuangan.
Setelmen Dana adalah Setelmen Dana seb-
agaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai peny-
elenggaraan setelmen dana melalui Sistem
BI-RTGS.

Setelmen Surat Berharga adalah Setelmen

1

Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penyelenggaraan penatausahaan
surat berharga melalui BI-SSSS.

Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem
BI-RTGS yang ditunjuk sebagai pihak untuk
melakukan pembayaran dan/atau penerimaan
dana oleh Peserta yang bukan peserta Sistem
BIRTGS.

Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau
kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya
gangguan atau kerusakan pada perangkat
keras, perangkat lunak, jaringan komunika-
si, aplikasi maupun sarana pendukung yang
mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan
Sistem BI-ETP.

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/
atau Peserta yang menyebabkan kegiatan op-
erasional Sistem BI-ETP tidak dapat diseleng-
garakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak
terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa,
sabotase, serta bencana alam seperti gempa
bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak
penguasa atau pejabat yang berwenang se-
tempat, termasuk Bank Indonesia.

Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas Sistem
BI-ETP di lokasi Kantor Pusat Bank Indanesia
dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam
Negeri (KPwDN} yang disediakan oleh Peny-
elenggara untuk Peserta sebagai cadangan
dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/

32.

33.

34.

35,

36.

37.

38.

39.

atau Keadaan Darurat yang menyebabkan
Peserta tidak dapat menggunakan Sistem BI-
ETP di lokasi Peserta.

Perjanjian Penggunaan Sistem BI-ETP antara
Penyelenggara Sistem BI-ETP dan Peserta
vang selanjutnya disebut Perjanjian adalah
kesepakatan tertulis antara Penyelenggara
Sistem BIETP dengan Peserta yang memuat
hak dan kewajiban masingmasing pihak
dalam menggunakan Sistem BI-ETP,
Administrative Message adalah suatu fasili-
tas yang digunakan untuk menyampaikan
informasi dari Penyelenggéra Sistem BIETP
kepada Peserta atau sebaliknya atau antar-
Peserta.

Business Continuity Plan, yang selanjutnya
disingkat BCP adalah kebijakan dan prosedur
yang memuat rangkaian kegiatan yang ter-
encana dan terkoordinasi mengenai langkah-
langkah pengurangan risiko, penanganan
dampak gangguan atau bencana, dan proses
pemulihan agar kegiatan operasional BIETP
tetap dapat berjalan.

Disaster Recovery Plan yang selanjutnya
disingkat DRP adalah suatu kebijakan dan
prosedur pengganti yang digunakan semen-
tara waktu selama dilakukannya pemulihan
BI-ETP utama untuk menjaga Kelangsungan
kegiatan usaha (business continuity} pada
saat BI-ETP utama mengalami gangguan atau
tidak dapat berfungsi.

Participant Code adalah suatu kode yang
mengidentifikasikan Peserta terkait dengan
pelaksanaan transaksi melalui Sistem BIETP.
Position Account adalah rekening yang digu-
nakan dalam melakukan transaksi yang ter-
diri atas Rekening Surat Berharga di BI-SSSS
dan Rekening Giro di Sistem BI-RTGS.
Portfolio adalah kumpulan Position Account
milik Peserta Sistem BI-ETP yang digunakan
dalam melakukan transaksi.

Broker Bidding Limit adalah batas paling
tinggi nominal penawaran yang diberikan
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oleh Peserta kepada Peserta lain untuk dapat
melakukan penawaran per hari untuk dan
atas nama Peserta yang memberikan batas
nominal penawaran.

40. Digital Certificate Hard Token adalah media

penyimpanan berupa usb flash drive yang
berisi sertifikat (digital certificate) dalam ben-
tuk file terproteksi yang memuat identitas pe-
milik sertifikat, kunci enkripsi untuk melaku-
kan verifikasi tanda tangan digital pemilik,
dan periode validitas sertifikat, yang dihasil-
kan oleh infrastruktur kunci publik (public key
infrastructure) Bank Indonesia.

II. PENYELENGGARAAN
A. OrganisasifPenyelenggara Sistem BI-ETP

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP adalah Bank
Indonesia ¢.q. Departemen Pengelclaan
Moneter (DPM).

2. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan
pengelolaan operasional penyelenggaraan
Sistem BI-ETP dan penyelenggaraan keg-
iatan:

a. Transaksi Dengan Bank Indonesia; dan
b. Transaksi Pasar Keuangan, yang dilaku-
kan melalui Sistem BI-ETP.

3. Kegiatan korespondensi terkait penyeleng-
garaan Sistem BIETP, ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan Moneter
¢.q- Grup Pendukung Operasi Moneter-Di-
visi Pengelolaan
Sistem dan Informasi Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

4., Help desk untuk penanganan permasala-
han operasional Sistem BI-ETP yang di-
hadapi oleh Peserta, menggunakan nomor
sebagai berikut:

Nomar Telepon : 021-2981 888%
Faksimite : 021-2310485
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat se-

bagaimana dimaksud dalam angka 3 serta
perubahan nomor telepén dan/atau fak-
simile sebagaimana dimaksud dalam angka
4, Penyelenggara Sistem BI-ETP memberi-
tahukan perubahan tersebut melalui surat
dan/atau sarana lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Penyelenggara Sistem

BI-ETP
1. Pengelclaan Operasional Sistem BI-ETP
Dalam rangka penyelenggaraan

Sistem BI-ETP, Penyelenggara Sistem BI-

ETP memiliki tugas dan wewenang dalam

melakukan pengelolaan operasional Sistem

BI-ETP, antara lain sebagai berikut:

a. menetapkan ketentuan dan prosedur
penyelenggaraan Sistem BI-ETP;

b. menyediakan sarana dan prasarana
penyelenggaraan Sistem BI-ETP yang
mencakup antara lain:

1} aplikasi Sistem BI-ETP;

2) 1 ({satu) jaringan komunikasi data
yang menghubungkan Sistem BI-
ETP di Peserta dengan Sistem BI-
ETP di Penyélenggara Sistem' BIl-
ETP;

3) pedoman teknis Sistem BI-ETP dan
perubahannya;

4} fasilitas Guest Bank; dan

5) sarana dan prasarana pendukung
lainnya termasuk Digital Certificate
Hard Token; |

¢. melakukan upaya untuk menjamin ke-
andalan, ketersediaan, dan keamanan
Sistem BI-ETP, antara lain sebagai beri-
kut:

1} melakukan pengelolaan dan pen-
goperasian Sistem BI-ETP;

2) melakukan pengelolaan Digital Cer-
tificate Hard Token;

3} melakukan pengelolaan jaringan ko-
munikasi data;

4} menetapkan waktu operasional -pe-
nyelenggaraan Sistem BI-ETP;
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5} menyediakan help desk untuk
menangani masalah terkait peny-
elenggaraan Sistem BI-ETP;

6) memberikan layanan yang berkaitan
dengan kepesertaan dalam Sistem
BI-ETP;

7) memberlakukan prosedur penan-
ganan Keadaan Tidak Normal dan/
atau Keadaan Darurat;

B) menetapkan status kepesertaan;

9) memberikan pelatihan kepada calon
Peserta dan pelatihan secara berka-
la kepada Peserta; dan

10) menerapkan standar Iayar{an mini-
mum  dalam  penyelenggaraan

- Sistem BI-ETP;
d. menetapkan jenis dan besarnya biaya
penggunaan Sistem BI-ETP;
€. melakukan pemantauan kepatuhan

Peserta terhadap ketentuan dan prose-

dur yang ditetapkan oleh Penyelenggara

Sistem BI-ETP serta menetapkan dan

mengenakan sanksi kepada Peserta.

. Penyelenggaraan Kegiatan Transaksi
Dalam rangka penyelenggaraan Tran-

saksi melalui Sistem BI-ETP, berdasarkan

Surat Edaran ini, Penyelenggara Sistem BI-

ETP melakukan tugas dan wewenang den-

gan ketentuan sebagai berikut:

a. Transaksi Dengan Bank:Indonesia

1) menyelenggarakan transaksi den-
gan mekanisme lelang atau non le-
lang dalam rangka kegiatan Operasi
Maoneter dan Operasi Moneter Sya-
riah; dan/atau

2} menyelenggarakan transaksi SBN
untuk dan atas nama pemerintah
c.g. Kementerian Keuangan.

b. Transaksi Pasar Keuangan
Memfasilitasi penyelenggaraan Trans-
aksi Pasar Keuangan.

C. Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara
Sistem BI-ETP
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1. Peserta membebaskan Penyelenggara

Sistem BI-ETP dari segala tuntutan atas
kerugian yang timbul dan/atau yang akan
timbul yang dialami Peserta atau pihak ke-
tiga.

. Tuntutan atas kerugian yang timbul dan/

atau yang akan timbul yang dialami Peser-

ta atau pihak ketiga sebagaimana dimak-

sud dalam angka 1 disebabkan antara lain:

a. keterlambatan atau tidak terlaksananya
Transaksi antara lain dikarenakan oleh
kelalaian Peserta, terjadinya Keadaan
Tidak Normal, dan/atau Keadaan Daru-
rat;

b. pengiriman Transaksi dilakukan oleh

pejabat Peserta yang tidak berwenang;
dan/atau

é. kesalahan data Transaksi yang dikirim-
kan oleh Peserta.

KEPESERTAAN
A. Ketentuan Umum Kepesertaan
1. Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu:

. Bank Indonesia;

ilementerian Keuangan;

Lembaga Penjamin Simpanan;

Bank; ‘

perusahaan pialang pasar uang Rupiah

© 20 oo

dan valuta asing;

—

perusahaan efek; dan

g. lembaga lain yang disetujui oleh Bank
indonesia, sepanjang kepesertaan lem-
baga lain tersebut antara lain didasarkan
pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau pertimbangan
pengembangan pasar keuangan di Indo-

nesia.

. Untuk dapat menjadi Peserta, pihak seb-

agaimana dimaksud dalam angka 1 harus

memiliki peran sebagai berikut:

a. penerbit Surat Berharga;

b. peserta Operasi Moneter atau peserta
Operasi Moneter Syariah sebagaimana
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diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai operasi mon-
eter dan operasi moneter syariah;

c. lembaga perantara sebagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai Operasi Moneter
dan Operasi Moneter Syariah;

d. peserta transaksi SBN di pasar perdana
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur men-
genai lelang surat utang negara dalam
mata uang Rupiah dan valuta asing di
pasar perdana demestik dan penerbitan
dan penjualan surat berharga syariah
negara di pasar perdana dalam negeri
dengan cara lelang;

e. peserta Transaksi Pasar Keuangan; dan/
atau

f. peran lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia antara lain didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pertimbangan pengembangan
pasar keuangan di Indonesia dan/atau
pertimbangan teknis.

3. Hubungan dengan Kepesertaan Sistem Bl-

RTGS

a. Bagi Peserta yang juga merupakan
peserta Sistem BIRTGS, pelaksanaan
Setelmen Dana terkait dengan Trans-
aksi dan pembayaran kewajiban lain-
nya terkait penggunaan Sistem BI-ETP
dilakukan menggunakan Rekening Giro
pada Sistem BI-RTGS.

b. Bagi Peserta yang bukan merupakan

$ peserta Sistem BI-RTGS, pelaksanaan
Setelmen Dana terkait dengan Trans-
aksi dan pembayaran kewajiban lain-
nya terkait penggunaan Sistem BI-ETP
. dilakukan melaiui Bank Pembayar.
| 4, Hubungan dengan Kepesertaan BI-SSSS

a. Bagi Peserta yang juga merupakan
peserta BI-SSSS, pelaksanaan Seteimen
Surat Berharga terkait dengan Transaksi

dilakukan menggunakan Rekening Surat
Berharga.

Bagi Peserta yang bukan merupakan
peserta BI-SSSS, pelaksanaan Setelmen
Surat Berharga terkait dengan Transak-
si dilakukan melalui Sub Registry.

B. Persyaratan Menjadi Peserta

1. Calon Peserta harus memenuhi persyaratan |

sebagai berikut:

a.

memiliki peran sebagaimana dimaksud
dalam butir A.2;

. memiliki surat izin yang masih berlaku

dari lembaga yang berwenang;

. memiliki infrastruktur sesuai dengan

spesifikasi yang telah ditetapkan Peny-
elenggara Sistem BI-ETP sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran |;

. telah menjadi peserta dalam Sistem Bl-
. RTGS dan peserta BI-SSSS, dalam hal
- Peserta adalah Bank;

telah mengajukan permohonan atau
telah_ ditunjuk sebagai Dealer Utama
atau Peserta Lelang sesuai Peraturan
Menteri Keuangan yang berlaku; dan/
atau

telah ditunjuk menjadi peserta transaksi
SBN sesuai Peraturan Menteri Keuan-
gan yang berlaku untuk calon Peserta
selain Dealer Utama atau Peserta Lelang
sebagaimana dimaksud datam huruf e.

2. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat me-

nentukan persyaratan dan ketentuan yang

berbeda sesuai kebutuhan dan karakteris-

tik tertentu bagi pihak sebagaimana dimak-

sud dalam butir A.1 sebagai Peserta.

C. Prosedur Untuk Memperoleh Persetujuan

Sebagai Peserta

[Bersambung]
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C. Prosedur Untuk Memperoleh Persetujuan Seb- piran 11.3;
agai Peserta 3) surat permohonan kebutuhan D|g|-
1. Permohonan Menjadi Peserta tal Certificate Hard Token dan level

3. Calon Peserta menyampaikan surat per- user yang ditandatangani anggota

mohonan tertulis untuk menjadi Peserta direksi yang berwenang bertindak

. kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP untuk dan atas nama calon Peserta
dengan menggunakan contoh surat se- sebagaimana contoh surat dalam
bagaimana Lampiran 1. Lampiran 11.4;

b. Dalam hal calon Peserta merupakan 4) laporan hasil security audit atas
Unit Usaha Syariah maka surat permo- infrastruktur  teknologi informasi
honan sebagaimana dimaksud dalam Peserta, yang dilakukan oleh audi-
huruf a diajukan oleh Bank induknya tor internal atau auditor eksternal
dengan menggunakan contoh surat se- yang independen;
bagaimana Lampiran Il.1. 5) dalam hal security audit dilakukan

c. Surat permohonan sebagaimana dimak- oleh auditor internal, laporan hasil
sud dalam huruf a dan huruf b ditan- security audit sebagaimana dimak-
datangani oleh anggota direksi yang sud dalam angka 4) dilengkapi su-
bertindak untuk dan atas nama calon rat pernyataan bahwa pelaksanaan
Peserta. security audit dilakukan secara in-

d. Surat permohonan disampaikan kepada dependen, Yyang ditandatangani
Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan anggota direksi yang berwenang
ketentuan sebagai berikut: bertindak untuk dan atas nama
1) ditujukan ke alamat sebagaimana calon Peserta;

dimaksud dalam butir 11.A.3. 6) fotokopi dokumen persetujuan izin
2) dalam hal calon Peserta berkan- yang masih berlaku dari lembaga

tor pusat di wilayah kerja Kantor berwenang;

Perwakilan Bank Indonesia dalam 7) fotokopi dokumen permohonan

negeri (KPwDN), ditujukan ke al- atau penunjukan sebagai Dealer

amat sebagaimana dimaksud dalam Utama atau Peserta Lelang;

angka 1) dengan tembusan kepada 8} fotokopi Anggaran Dasar perusa-

kantor KPwDN yang mewilayahi. haan terakhir;

e. Surat permohonan disampaikan kepada 9) fotokopi dokumen yang memuat
Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan susunan pengurus perusahaan tera-
dilengkapi dokumen pendukung secara khir; dan
lengkap dan benar sebagai berikut: 10} surat kuasa dari anggota direksi
1) data kepesertaan dengan format se- yang berwenang bertindak untuk

bagaimana Lampiran I1.2; dan atas nama calon Peserta ber-
2) surat pernyataan kesiapan infra- dasarkan anggaran dasar kepada
struktur dan memuat informasi pejabat pemberi contoh tanda tan-
spesifikasi yang telah ditetapkan gan.
Penyelenggara Sistem BI-ETP, yang 11} fotokopi identitas diri yang masih
ditandatangani anggota  direksi berlaku dari pemberi dan penerima
yang berwenang bertindak untuk kuasa dalam rangka pemberian con-
dan atas nama calon Peserta seb- toh tanda tangan pejabat yang ber-
agaimana contoh surat dalam Lam- wenang mewakili calon Peserta se-
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f.

bagaimana dimaksud dalam angka
.10} yang berupa :

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) "

atau Surat lzin Mengemudi (SIM)
bagi Warga Negara Indonesia
(WNI); atau

b) paspor dan Keterangan lzin Ting-
gal Sementara (KITAS) bagi War-
ga Negara Asing (WNA).

Pejabat pemberi contoh tanda tangan

sebagaimana dimaksud dalam butir

e.10) diatur sebagai berikut :

1) pejabat pemberi contoh tanda tan-
gan adalah anggota direksi dan pe-

" jabat yang berwenang bertindak un-
tuk dan atas nama calon Peserta;

2) anggota direksi sebagaimana dimak-
sud dalam angka 1) adalah anggota
direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan
berdasarkan Anggaran Dasar;

3) pejabat sebagaimana dimaksud
dalam angka 1) adalah pejabat yang
berwenang bertindak untuk dan
atas nama calon Peserta berdasar-
kan surat kuasa dari anggota direksi
vang berwenang bhertindak untuk
dan atas nama calon Peserta ber-
dasarkan anggaran dasar.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud

dalam butir f.3) dibuat dengan keten-

tuan sebagai berikut:

1} kuasa diberikan kepada pejabat di
kantor pusat dan/atau kantor ca-
bang calon Peserta yang mengop-
erasikan Sistem BI-ETP; i

2) surat kuasa dibuat untuk melakukan
penandatanganan, penyerahan dan/
atau pengambilan surat, laporan
dan/atau dokumen lain baik doku-
men tertulis maupun dokumen elek-
tronik yang terkait dengan kepeser-
taan dan operasional Sistem BI-ETP,
penyerahan dan/atau pengambilan
user dan Digital Certificate Hard To-
ken;

3) pejabat yang diberi kuasa seb-
agaimana dimaksud dalam angka 1)
dapat menguasakan kembali tanpa
hak substitusi kepada petugas yang
ditunjuk khusus untuk melakukan
kegiatan penyerahan dan/atau pen-
gambilan surat, laporan dan/atau
dokumen lain baik dokumen tertulis

maupun dokumen elektronik yang
terkait dengan kepesertaan dan op-
erasional Sistem BI-ETP, penyera-
han dan/atau pengambilan user dan
Digital Certificate Hard Token;

4} hal-hal vyang dapat dikuasakan
dalam surat kuasa sebagaimana
dimaksud dalam angka 2} dapat di-
tuangkan dalam 1 (satu} atau lebih
surat kuasa sesuai dengan kebutu-
han Peserta; dan

5) surat kuasa dibuat dengan format
sebagaimana Lampiran [I.5.A dan
{Lampiran 1l.5.B.

. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara

Sistem BI-ETP dapat meminta calon
Peserta untuk menunjukkan dokumen
asli sebagaimana dimaksud dalam butir
e.6) sampai dengan butir e.11) kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP.

2. Pemberian persetujuan prinsip
a. Berdasarkan surat permohonan seb-

agaimana dimaksud dalam butir 1.a,
Penyelenggara Sistem BIETP dapat
melakukan pemeriksaan lokasi calon
Peserta untuk memastikan kesesuaian
informasi dalam dokumen vyang dis-
ampaikan dan kesiapan infrastruktur
Sistem BI-ETP.

. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberi-

kan persetujuan prinsip atau penolakan
atas permohonan yang diajukan calon
Peserta paling lama 25 (dua puluh lima)
hari kerja terhitung sejak surat permo-
honan dan dokumen pendukung diteri-
ma secara lengkap oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP.

. Penyelenggara Sistem BI-ETP mengir-

imkan surat pemberitahuan pemberian
persetujuan prinsip atau penolakan se-
bagaimana dimaksud dalam huruf b ke-
pada calon Peserta.

. Surat persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud dalam huruf ¢ disertai dengan

informasi sebagai berikut:

1) nama dan kode peserta {participant
code};

2) rencana kegiatan pelatihan;

3) rencana kegiatan instalasi;

4) permintaan agar calon Peserta me-
nyampaikan informasi-terkait pejabat
yang akan menandatangani Perjan-
jian; dan

5) permintaan agar calon Peserta me-
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menuhi kelengkapan administrasi
lainnya dalam rangka pelaksanaan
kegiatan operasional.

e. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
butir d.4) sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Ill. ,

f. Surat penolakan permohonan seb-
agaimana dimaksud dalam huruf c dis-
ertai dengan alasan pénolakan.

3. Pemenuhan Persyaratan Administrasi

a. Calon Peserta yang telah memperoleh
persetujuan prinsip menyampaikan ke-
lengkapan dokumen administrasi seb-
agai berikut:

1) informasi terkait pejabat yang akan
menandatangani Perjanjian;
2) surat penunjukan Bank Pembayar

nyelenggara Sistem BI-ETP menyampai-

'kan kepada calon Peserta antara lain

hal-hal sebédgai berikut:
1) paket software aplikasi Sistem BI-
ETP, termasuk informasi user name
dan password aplikasi serta pemberi-
tahuan mekanisme instalasi aplikasi
Sistem BI-ETP;
2) penyampaian pedoman teknis Sistem
BI-ETP kepada Peserta; dan
3} informasi paling kurang mengenai:
a) pelaksanaan - penandatanganan
Perjanjian;

b) pengambilan Digital Certificate
Hard Token; dan

c) waktu pelatihan  penggunaan
Sistemn BI-ETP.

yang ditandatangani oleh anggota 4. Persiapan Penggunaan Sistem BI-ETP

direksi sebagaimana contoh dalam
Lampiran 11.6.A dan surat konfirmasi
persetujuan dari Bank Pembayar se-
bagaimana contoh dalam Lampiran
I1.L6.B, dalam hal calon Peserta bu-
kan peserta Sistem BIRTGS. Penun-
jukan Bank Pembayar dilakukan un-
tuk pelaksanaan pembebanan biaya
yang timbul terkait penggunaan
Sistem BI-ETP, termasuk biaya guest
bank Sistem BI-ETP, dan pengenaan-
sanksi Sistem BI-ETP;

3) dalam hal Peserta mengajukan
penawaran Transaksi untuk dan atas
nama pihak lain, Peserta dimaksud
menyampaikan daftar nama pihak
lain yang memiliki hubungan tran-
saksi dengan formai sebagaimana
Lampiran 11.7.

b. Dokumen administrasi sebagaimana di-
maksud dalam huruf a disampaikan pal-
ing lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak
tanggal persetujuan prinsip dari Peny-
elenggara Sistem BI-ETP.

c. Dalam hal calon Peserta tidak me-
menuhi persyaratan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
persetujuan prinsip yang sudah diberi-
kan dianggap batal dan calon Peserta
dapat mengajukan kembali permohonan
untuk menjadi Peserta.

d. Penyelenggara Sistem BI-ETP melaku-
kan pemeriksaan kelengkapan dokumen

administrasi sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a.
e. Dalam hal dokumen telah lengkap, Pe-
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a. Penandatanganan Perjanjian

1) Pada jadwal yang telah ditentukan,
anggota direksi memproses penan-
datanganan Perjanjian. ‘

2) Anggota direksi sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) hadir pada
waktu dan tempat yang ditentukan
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan membawa identitas diri yang asli
sebagaimana dimaksud dalam butir
3.a.1).

3) Perjanjian  ditandatangani  dalam
rangkap 2 (dua).

. Instalasi Aplikasi dan Pelatihan

1) Calon Peserta melakukan instalasi
aplikasi dan dalam hal diperlukan
dapat berkoordinasi dengan Peny-
elenggara Sistem BI-ETP.

2) Calon Peserta mengikutsertakan
petugas yang akan menangani tek-
nis operasional Sistem BIETP dalam
pelatihan ‘teknis dan operasional
penggunaan Sistem BI-ETP sesuai
jadwal yang ditetapkan Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP.

. Pengujian Kesiapan Penggunaan Sistem

BI-ETP Calon Peserta melakukan pen-
gujian kesiapan penggunaan Sistem Bl-

. ETP yang dimiliki calon Peserta berkoor-

dinasi dengan Penyelenggara Sistem
BI-ETP. i

'd. Persetujuan Operasional Sistem BI-ETP

1) Dalam hal calon Peserta telah me-
menuhi seluruh persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam butir 3.a,
butir 3.b, dan butir 3.c, Penyeleng-




gara Sistem BI-ETP memberikan per-
setujuan operasional keikutsertaan
sebagai Peserta dan tanggal efektif
operasional sebagai Peserta melalui
surat untuk Peserta yang bersangku-
tan. ;
2) Penyelenggara Sistem BI-ETP aka
mengumumkan keikutsertaan seb-
agai Peserta melalui Administrative
Message atau sarana lainnya kepada
seluruh Peserta.
3) Persetujuan operagional sebagaima-
na dimaksud dalam angka 1) diberi-
kan paling lama 40 {empat puluh}
hari kerja sejak dokumen administra-
si sebagaimana dimaksud dalam bu-
tir 3.a. diterima secara lengkap oleh
Penyelenggara Sistem BI-ETP.
Dalam hal calon Peserta tidak me-
menuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam butir 3.a, butir 3.b
dan butir 3.c, maka Penyelenggara
Sistem BI-ETP tidak memberikan per-
setujuan operasional dan pemberian
persetujuan prinsip dianggap batal.
) Calon Peserta sebagaimana dimak-
sud dalam angka 4} dapat mgngaju-
kan permohonan kembali untuk men-
jadi Peserta.
. Perubahan Kepesertaan
Ruang lingkup perubahan kepeserta-
an antara lain meliputi perubahan Par-
ticipant Code, nama peserta, kegiatan
usaha, alamat kantor, lokasi Sistem Bl-
ETP dan jaringan komunikasi data, data
pejabat pemberi contoh tanda tangan,
dan/atau Bank Pembayar. Ketentuan
dan prosedur perubahan data kepeser-
taan diatur sebagai berikut:
1. Perubahan Participant Code
Perubahan Participant Code
dapat disebabkan antara lain karena
Peserta yang bukan merupakan ang-
gota Society for Worldwide Inter-
“ bank Financial Telecommunication
{SWIFT) berubah menjadi anggota
SWIFT atau karena adanya perubah-
an SWIFT Bank identifier Code (BIC)
dari Peserta. Prosedur perubahan
Participant Code diatur sebagai beri-
kut:
a. Peserta mengajukan surat pe-
nyampaian perubahan Partici-
pant Code kepada Penyelenggara
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Sistem BI-ETP dengan melampir-

kan dokumen sebagai berikut:

1) data kepesertaan sebagaimana
format dalam Lampiran 11.2;
dan

2) dokumen pendukung yang
menunjukkan sebagai anggota
SWIFT atau adanya perubahan
SWIFT BIC dari Peserta.

b. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir 1I.A.3;

2) bagi Peserta yang berkedudu-
kan di wilayah kerja KPwDN,
surat disampaikan dengan tem-
busan kepada KPwDN yang
mewilayahi.

¢. Penyelenggara Sistem BI-ETP me-
nyampaikan tanggapan tertulis
melalui surat yang penyampaian-
nya dapat didahului dengan fak-
simile kepada Peserta yang ber-
sangkutan paling lama 14 (empat
belas} hari kerja sejak surat seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a
diterima secara lengkap oleh Pe-

_ nyelenggara Sistem BI-ETP.

d. Surat tanggapan tertulis seb-
agaimana dimaksud. dalam huruf
¢ antara lain menginformasikan
mengenat:

1) tanggal efektif perubahan Par-
ticipant Code; dan

2) pengambilan Digital Certificate
Hard Token pengganti dan
pengembalian Digital Certifi-
cate Hard Token yang diganti.

g. Penyelenggara Sistem BI-ETP
memberitahukan perubahan Par-
ticipant Code Peserta kepada se-
luruh Peserta melalui Administra-
tive Message atau sarana lainnya.

2. Perubahan Nama Peserta
Prosedur perubahan nama

Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat pe-
nyampaian perubahan nama
Peserta kepada Penyelenggara
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Sistem BI-ETP dengan melampir-

kan dokumen sebagai berikut:

1) data kepesertaan sebagaimana
format dalam Lampiran .2
dengan menggunakan nama
yang tercantum dalam peruba-
han Anggaran Dasar yang telah
disetujui oleh lembaga yang
berwenang; dan

2) fotokopi/salinan dokumen
berupa:

a) akta perubahan Anggaran
Dasar untuk badan hukum
Indonesia;
surat persetujuan perubahan
Anggaran Dasar dari lemba-
ga yang berwenang; dan

c) surat keputusan dari iemba-
ga yang berwenang tentang
perubahan nama, yang telah
dilegalisasi oleh notaris.
Khusus bagi Bank yang kan-
tor pusatnya berkedudukan
di luar negeri cukup me-
nyampaikan fotokopi surat
keputusan sebagaimana di-
maksud dalam huruf ¢} yang
telah dilegalisasi oleh lem-
baga yang berwenang.

b. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir 1I.A.3;

2) bagi Peserta berkedudukan di
wilayah kerja KPwDN, surat
disampaikan dengan tembusan
‘kepada KPwDN vang mewil-
ayahi.

c. Penyelenggara Sistem BI-ETP me-
nyampaikan tanggapan tertulis
melalui surat yang penyampaian-
nya dapat didahului dengan fak-
simile kepada Peserta yang ber-
sangkutan paling lama 14 (empat
belas). hari kerja sejak surat seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a
“diterima secara lengkap oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP.

d. Surat tanggapan tertulis seb-

b

agaimana dimaksud dalam huruf

¢ antara lain menginformasikan

mengenai:

1) tanggal efektif perubahan data
nama Peserta;

2) pengambilan Digital Certificate
Hard Token pengganti dan
pengembalian Digital Certifi-
cate Hard Token yang diganti,
dalam hal terdapat perubahan
Participant Code.

e. Penyelenggara Sistem BI-ETP
memberitahukan perubahan nama
Peserta kepada seluruh Peserta
melalui Administrative Message
atau sarana lainnya.

. Perubahan Kegiatan Usaha bagi

Peserta Bank

Perubahan kegiatan usaha

Peserta Bank dari bank umum kon-

vensional menjadi bank umum sya-

riah atau unit usaha syariah menjadi
bank umum syariah dapat menyebab-
kan adanya perubahan data Peserta

Bank antara lain nama Peserta Bank,

dan/atau Participant Code. Prosedur

perubahan kegiatan usaha Peserta

Bank diatur sebagai berikut:

a. Peserta Bank mengajukan surat
penyampaian perubahan kegiatan
usaha kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP dengan menggu-
nakan contoh sebagaimana Lam-
piran 1.8 dengan melampirkan do-
kumen sebagai berikut:

1) data kepesertaan.sebagaimana

format dalam Lampiran 11.2;

2} fotokopi/salinan dokumen
berupa:;

a) akta perubahan Anggaran
Dasar untuk badan hukum
Indonesia;

b) surat persetujuan perubahan
Anggaran Dasar dari lemba-
ga yang berwenang; dan

c} surat keputusan dari lem-
baga yang berwenang men-
genai izin perubahan keg-
iatan usaha dari bank umum

. konvesional menjadi bank
umum syariah,

yang telah dilegalisasi oleh no-

taris.

Khusus bagi Bank yang kan-
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tor pusatnya berkedudukan di
luar negeri cukup menyampai-
kan fotokopi surat keputusan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢) yang telah dilegaiisasi
oleh lembaga yang berwenang.

b. Surat sebagaimana dimaksud

dalam huruf a ditandatangani oleh

pejabat pemberi contoh tanda

tangan dan disampaikan kepada

Penyelenggara Sistem BI-ETP den-

gan ketentuan sebagai berikut: .

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir IILA.3;

2) bagi Peserta berkedudukan di
wilayah kerja KPwDN, surat
disampaikan dengan tembusan
kepada KPwDN yang mewil-
ayahi.

. Penyeienggara Sistem BI-ETP me-

nyampaikan tanggapan tertulis

melalui surat yang penyampaian-
nya dapat didahului dengan fak-
simile kepada Peserta yang ber-
sangkutan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak surat seb-

agaimana dimaksud dalam huruf a

diterima secara lengkap oleh Pe-

nyelenggara Sistem BI-ETP.

. Surat tanggapan tertulis seb-

agaimana dimaksud dalam huruf

¢ antara lain menginformasikan

mengenai: ,

1} tanggal efektif perubahan keg-
iatan usaha Peserta;

2) pengambilan Digital Certificate
Hard Token pengganti dan

- pengembalian Digital Certifi-
cate Hard Token yang digantt,
dalam hal terdapat perubahan
Participant Code.

. Penyelenggara Sistem BI-ETP

memberitahukan perubahan data

kepesertaan terkait perubahan ke-
giatan usaha Peserta kepada seiu-
ruh Peserta mefalui Administrative

Message atau sarana lainnya.

4, Perubahan Alamat Kantor Peserta

Prosedur perubahan alamat

kepada Penyelenggara Sistem

BI-ETP dengan melampirkan doku-

men sebagai berikut:

1) data kepesertaan sebagaimana
format dalam Lampiran [1.2;
dan

2) fotokopi/salinan surat persetu-
juan atau penerimaan pem-
beritahuan perubahan alamat
kantor dari lembaga yang ber-
wenang yang telah dilegalisasi
oleh notaris.

b. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir IILA.3;

2) bagi Peserta yang berkedudu-
kan di wilayah kerja KPwDN,
surat disampaikan dengan tem-
busan kepada KPwDN yang
mewilayahi.

c. Penyelenggara Sistem BI-ETP
menyampaikan tanggapan ter-
tulis melalui surat dan penyam-
paiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang
bersangkutan yang menyatakan
bahwa perubahan alamat Peserta
telah dicatat dalam tata usaha Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP paling
lama 14 {(empat belas) hari kerja
sejak surat sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a diterima se-
cara lengkap oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP.

5. Perubahan Lokasi Sistem BI-ETP
Utama, Sistem BI-ETP Cadangan dan
Jaringan Komunikasi Data Peserta

Prosedur perubahan lokasi

Sistemn BI-ETP utama, Sistem BI-ETP

cadangan dan jaringan komunikasi

data Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat pe-
nyampaian  perubahan lokasi
Sistem BI-ETP baik Sistem BI-ETP

kantor Peserta diatur sebagai beri- utama, Sistem BI-ETP cadangan
kut: dan pemindahan jaringan komuni-
a. Peserta mengajukan surat pe- kasi data, kepada Penyelenggara

nyampaian perubahan alamat Sistem BI-ETP dengan melampir-
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kan data kepesertaan sebagaima-

na format dalam Lampiran Il.2.

b. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir 1LA.3;

2) bagi Peserta yang berkedudu-
kan di wilayah kerja KPwDN,
surat disampaikan dengan tem-
busan kepada KPwDN vyang
mewilayahi.

¢. Penyelenggara Sistem BI-ETP
menyampaikan tanggapan ter-
tulis melalui surat yang penyam-
paiannya dapat didahului dengan
faksimile kepada Peserta yang
memuat;

‘1) perubahan lokasi Sistem BI-
ETP utama dan/atau Sistem
BI-ETP cadangan Peserta telah
dicatat dalam tata usaha Peny-
elenggara Sistem BI-ETP;

2) waktu pelaksanaan peminda-
han jaringan kemunikasi data;
dan

3) hal-hal yang harus dilakukan
oleh Peserta terkait dengan pe-

. fubahan lokasi Sistem BI-ETP
utama dan/atau Sistem BI-ETP
cadangan.

6. Perubahan Data Pejabat Pemberi

Contoh Tanda Tangan

Perubahan data pejabat pem-
beri contoh tanda tangan dilakukan
dalam rangka penambahan, peng-
gantian, dan/atau perubahan data
pejabat pemberi contoh tanda tan-
gan yang antara lain meliputi peruba-
han kewenangan dan/atau jabatan.

Prosedur perubahan terkait pejabat

pemberi contoh tanda tangan diatur

sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat peruba-
han pejabat pemberi contoh tan-
da tangan kepada Penyelenggara
Sistem BIETP dengan menggunak-
an contoh sebagaimana Lampiran
.9 dan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
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1) data kepesertaan sebagaimana
format dalam Lampiran Il.2;

2) fotokopi/salinan akta peruba-
han Anggaran Dasar atau do-
kumen yang memuat susunan’
pengurus perusahaan terakhir
yang telah dilegalisasi oleh no-
taris;

3) dalam hal terjadi penambahan
pejabat pemberi contoh tanda
tangan baru selain anggota di-
reksi, melampirkan surat kuasa
dari anggota direksi yang ber-
wenang bertindak untuk dan
atas nama Peserta berdasarkan
Anggaran Dasar;

4) dalam hal terjadi pencabutan
seluruh atau sebagian kuasa
kepada .pejabat pemberi con-
toh tanda tangan selain ang-
gota direksi, melampirkan su-
rat pencabutan kuasa yang
ditandatangani oleh anggota
direksi sebagai pemberi kuasa
dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran 11.10;

b) dalam hal terdapat perubahan
kewenangan dan/atau jabatan
pejabat pemberi contoh tanda
tangan, Peserta melampirkan:
a) surat kuasa baru dan su-

rat pencabutan kuasa yang

lama dari anggota direksi
yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Peser-
ta berdasarkan Anggaran

Dasar; dan

surat pernyataan tetap diber-

lakukannya contoh tanda

tangan pejabat pemberi con-
toh tanda tangan, dengan
menggunakan format seb-
agaimana dimaksud dalam

Lampiran I1.11, :

c) fotokopi bukti identitas diri
yang masih berlaku dari pe-
jabat pemberi contoh tanda
tangan, berupa:

(1) Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau Surat lzin
Mengemudi (SIM} bagi
Warga Negara Indonesia
{(WN!); atau

b

—




(2) paspor dan Keterangan
Izin Tinggal Sementara
{KITAS), bagi Warga
Negara Asing (WNA).

b. Dalam hal Peserta tidak mem-
beritahukan perubahan nama, ke-
wenangan, dan/atau jabatan peja-
bat pemberi contch tanda tangan
kepada Penyelenggara Sistem
BIETP maka data yang telah di-
tatausahakan pada Penyelenggara
Sistem B!-ETP dianggap masih
berlaku.

c. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP dia-
tur sebagai berikut:

1) $urat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir I.A.3;

2) bagi Peserta yang berkedudu-
kan di wilayah kerja KPwDN,
surat disampaikan dengan tem-
busan kepada KPwDN vyang
mewilayahi.

d. Contoh tanda tangan berlaku
efektif sejak pemberitahuan dari
Penyelenggara Sistem BI-ETP
mengenai tanggat efektif berlaku-
nya contoh tanda tangan atau pal-
ing lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat penyampaian pe-
rubahan terkait pejabat pemberi
contoh tanda tangan diterima se-
cara lengkap oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP.

e. Perubahan kewenangan dan/atau
jabatan pejabat pemberi contcoh
tanda tangan sebagaimana dimak-
sud dalam: butir a.5) berlaku efek-
tif terhitung sejak tanggal surat
pencabutan kuasa dan surat kua-
sa yang baru diterima secara leng-
kap oleh Penyelenggara Sistem
BIETP.

7. Perubahan Bank Pembayar

Prosedur perubahan Bank
Pembayar diatur sebagai berikut:
a. Peserta mengajukan surat peruba-
han terkait Bank Pembayar kepa-
da Penyelenggara Sistem BI-ETP
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agai berikut:

1) data kepesertaan sebagaimana
format dalam Lampiran I1.2;

2) surat penunjukan Bank Pem-
bayar sebagaimana contoh
dalam Lampiran II.6.A; dan

3) surat konfirmasi persetu-
juan dari Bank Pembayar seb-
agaimana contoh dalam Lampi-
ran |.6.B.

b. Surat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda
tangan dan disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP den-
gan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat
sebagaimana dimaksud dalam
butir 1I.LA.3;

2) bagi Peserta yang berkedudu-
kan di wilayah kerja KPwDN,
surat disampaikan dengan tem-
busan kepada KPwDN vyang
mewilayahi.

¢. Penyelenggara Sistem BI-ETP me-
nyampaikan tanggapan tertulis
melalui surat yang penyampaian-
nya dapat didahului dengan fak-
simile kepada Peserta yang ber-
sangkutan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak surat seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a
diterima secara fengkap oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP.

8. Dalam hal terdapat perbedaan antara

tanda tangan yang terdapat pada
dokumen pendukung untuk peruba-
han data kepesertaan dengan contoh
tanda tangan pejabat maka Peserta
harus menyampaikan surat pernyata-
an yang menjelaskan alasan menge-
nai adanya perbedaan tanda tangan
sebagaimana contoh dalam Lampiran
1.12.

. Dalam hal Peserta adalah peserta

pada Sistem B!-RTGS dan/atau Bl-
SSSS maka Peserta dapat tidak me-
nyampaikan lampiran dokumen seb-
agaimana dimaksud dalam angka 1
sampai dengan angka 7 yang telah
disampaikan kepada penyelenggara
Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS.

E. Status Kepesertaan dan Perubahannya

dan melampirkan dokumen seb- 1. Status Kepesertaan




Status kepesertaan dalam Sistem BI-
ETP bagi Peserta dibedakan menjadi:
a. Aktif

Peserta dengan status aktif dapat

melakukan seluruh kegiatan oper-

asional Sistemn BI-ETP sesuai den-
gan peran Peserta yang bersang-
kutan.

b. Dibekukan
1) Peserta dengan status dibeku-

kan tidak dapat mengirimkan
perintah  Transaksi melalui
Sistem BI-ETP.

2) Peserta dengan status dibeku-
kan tetap memperoleh informa-
si yang terdapat dalam Sistem
BI-ETP.

3} Perubahan  status  menjadi
dibekukan antara lain dapat
dilakukan sebagai persiapan
penutupan kepesertaan Sistem
BI-ETP.

c. Ditutup
1) Peserta dengan status ditutup

tidak dapat melakukan seluruh
kegiatan operasional Sistemn
BI-ETP karena telah dihentikan
kepesertaan dalam Sistem BI-
ETP. :

2) Peserta dengan status ditutup
tidak bisa diaktifkan kembali
sebagai Peserta. ‘

2. Hubungan  Status  Kepesertaan
Sistem BI-ETP dengan Sistem BI-
RTGS dan/atau BI-SSSS Dalam hal
Peserta adalah peserta Sistem BI-
RTGS dan/atau BI-SSSS, berlaku ke-
tentuan status kepesertaan Sistem
BI-ETP sebagai berikut:

a. Perubahan status Peserta tidak
menyebabkan perubahan status
kepesertaan pada Sistem BI-RTGS
dan/atau BI-SSSS.

b. Perubahan status Peserta dipen-
garuhi oleh perubahan status
pada Sistem BI-RTGS dan/atau BI-
SSSS sebagai berikut:

1) Dalam hal perubahan status
Peserta di Sistem BIRTGS dan/
atau BI-SSSS menjadi ditang-
guhkan maka status kepeser-
taan Sistem BI-ETP menjadi
dibekukan.

2) Dalam hal perubahan status
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peserta di Sistem BIRTGS dan/
atau BI-SSSS menjadi dibeku-
kan atau ditutup maka me-
nyebabkan perubahan status
kepesertaan yang sama pada
Sistem BI-ETP.

3. Perubahan Status Peserta
a. Ketentuan perubahan status kepe-

sertaan
1) Perubahan status kepesertaan
dapat dilakukan dari status:

a) aktif menjadi dibekukan atau

sebaliknya;

b) aktif menjadi ditutup; atau

c) dibekukan menjadi ditutup.
2) Perubahan status kepesertaan

sebagaimana dimaksud dalam

angka 1} dilakukan oleh Peny-
elenggara Sistem BI-ETP ber-

' dasarkan hal-hal sébagai beri-
kut:

a} perubahan status kepeserta-
an Sistem BIRTGS dan/atau
BI-SSSS;
pengenaan sanksi oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP;
¢) pencabutan penunjukan
sebagai Dealer Utama dan
Peserta Lelang oleh Men-
teri Keuangan bagi Peserta
yang hanya memiliki fungsi
sebagai Dealer Utama dan
Peserta Lelang;
permintaan  tertulis  dari
lembaga vyang berwenang
melakukan pengawasan ter-
hadap Peserta, antara lain:
{1) Bank Indonesia; dan/

atau
(2) Otoritas Jasa Keuangan

{0JK): dan/atau \
e} permintaan tertulis  dari

Peserta yang bersangku-

tan untuk mengubah status

kepesertaan dari status ak-

tif menjadi ditutup, yang di-

dasarkan antara lain karena

alasan proses penutupan
atau self liquidation, peng-
gabungan, peleburan, pe-
misahan, atau alasan lain-
nya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vyang
berlaku dan telah mem-

b

—

d

—




RAN PEMERINTAH.

peroleh persetujuan dari
Bank Indonesia atau OJK.

3) Dalam hal akan dilakukan pe-

rubahan status kepesertaan
menjadi ditutup, Peserta harus
menyelesaikan seluruh kewa-
jiban dalam penyelenggaraan
Sistem BI-ETP, antara lain pem-
bebanan biaya yang timbul aki-
bat penggunaan Sistem BI-ETP
dan/atau pengembalian Digital
Certificate Hard Token kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP.’

4} Dalam hal perubahan status
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kepesertaan menjadi ditutup
karena penggabungan, pele-
buran, atau pemisahan maka
penyelesaian hak dan kewa-
jiban sebagaimana dimaksud
dalam angka 3) beralih ke
Peserta hasil penggabungan,
peleburan, atau pemisahan
yang didasarkan pada surat
pernyataan pengambilalihan
hak dan kewajiban dari Peser-
ta hasil penggabungan, peie-
buran, atau pemisahan.

Dalam hal terjadi perubahan

status Peserta sebagaimana

dimaksud dalam angka 4},

Penyelenggara Sistem BI-ETP

menginformasikan perubahan

status Peserta kepada:

a) Peserta yang bersangkutan
melalui pemberitahuan ter-
tulis yang penyampaiannya
dapat didahului dengan fak-
simile atau sarana lain;

b) seluruh Peserta melalui fasii-
itas Administrative Message
atau sarana lainnya; dan/
atau

c) lembaga yang berwenang
dalam melakukan penga-
wasan terhadap kegiatan
Peserta meilalui pemberita-
huan tertulis yang penyam-
paiannya dapat didahuiui
dengan faksimile atau sa-
rana lain.

b. Prosedur perubahan status kepe-
sertaan
1) Perubahan status kepesertaan

karena pengenaan sanksi oleh

Penyelenggara Sistem BI-ETP

a) Perubahan status kepeser-
taan sebagaimana dimaksud
dalam butir a.2)b) dapat di-
lakukan oleh Penyetenggara

Sistem BI-ETP berdasarkan

hasil pemantauan kepatuhan

Peserta terhadap ketentuan

yang ditetapkan oleh Peny-

elenggara Sistem BI-ETP.

Perubahan status kepeserta-

an dapat dilakukan berdasar-

kan tanggal efektif peruba-
han status yang ditetapkan
oleh Penyelenggara Sistem

BI-ETP dan diberitahukan

paling lambat 1 (satu) hari

kerja sebelumnya.

c) Penyelenggara Sistem BI-
ETP menginformasikan pe-
rubahan status kepesertaan
Peserta kepada pihak seb-
agaimana dimaksud dalam
butir a.5)b) dan butir a.5)c).

b

—_—

2) Perubahan status kepeser-

taan atas permintaan tertulis

dari lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan ter-
hadap kegiatan Peserta, diatur
sebagai berikut:

a) Lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan se-

bagaimana dimaksud dalam
butir a.2}d) mengajukan su-
rat permohonan perubahan
status kepesertaan kepada

Penyelenggara Sistem Bl-

ETP dengan alamat seb-

agaimana dimaksud dalam

butir II.A.3.

Surat permchonan  seb-

agaimana dimaksud dalam

huruf a) memuat antara lain
hal-hal sebagai berikut:

(1) nama Peserta dan pe-
rubahan status kepeser-
taan yang diminta;

{2) alasan perubahan status
kepesertaan; dan

{3) tanggal efektif peruba-
han status kepesertaan,

dengan melampirkan doku-

men pendukung terkait den-
gan alasan permohonan pe-

b

—_—
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rubahan status kepesertaan.
Berdasarkan surat permo-
honan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a), Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
menyetujui dan mengubah
status kepesertaan setelah:
{1) dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf
b) telah diterima dengan
lengkap; dan
{2} Peserta telah menyele-
saikan seluruh kewajiban
sebagaimana dimaksud
dalam butir a.3} dalam
hal status kepesertaan
berubah menjadi ditutup.
Penyelenggara Sistem BI-
ETP menginformasikan pe-
rubahan status kepesertaan
Peserta kepada pihak seb-
agaimana dimaksud dalam
butir a.5).

3) Perubahan Status Kepesertaan

atas Permohonan Tertulis dari
Peserta
a) Parmohonan Perubahan

Status Kepesertaan Karena

Proses Penutupan atau Self

Liguidation dan alasan lain-

nya

(1) Peserta dapat mengaju-
kan surat permohonan
perubahan status kepe-
sertaan kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
dari status aktif menjadi
ditutup, dengan melam-
pirkan dokumen sebagai
berikut :

{(a) fotokopi keputu-
san pencabutan izin
usaha dalam hal
Peserta yang melaku-
kan self liquidation;

{b) dokumen terkait lain-
nya untuk alasan
perubahan status
kepesertaan yang
dilakukan berdasar-
kan alasan lain yang
telah memperoleh
persetujuan dari Pe-
nyelenggara Sistem
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BI-ETP atau lembaga
pengawas kegiatan
Peserta,

(2} Surat permohonan se-
bagaimana  dimaksud
dalam angka (1) ditan-
datangani oleh anggota
direksi yang bertindak
untuk dan atas nama
calon Peserta dan dis-
ampaikan kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
dengan ketentuan seb-
agai berikut:

{a) surat disampaikan
kepada Penyelengg-
ara Sistem BI-ETP ke
alamat sebagaimana
dimaksud dalam butir
ILLA.3; dan

(b) bagi Peserta vyang
berkedudukan di
wilayah kerja KP-
W;DN, surat permo-
honan sebagaimana
dimaksud dalam hur-
uf (a} disampaikan
dengan tembusan
kepada KPwDN yang
mewilayahi.

(3) Berdasarkan surat per-
mohonan sebagaima-
na dimaksud dalam
angka (1), Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP akan
mengubah status kepe-
sertaan setelah:

(a) dokumen sebagaima-
na dimaksud dalam
angka (1) telah diteri-
ma dengan lengkap;
dan

{b) Peserta telah me-
menuhi  seluruh ke-
wajiban sebagaimana
dimaksud dalam butir
a.3).

(4) Penyelenggara  Sistem
BI-ETP menginformasi-
kan perubahan status
Peserta kepada pihak
sebagaimana dimaksud
dalam butir a.5).

b} Perubahan Status Kepeser-




taan Karena Penggabungan
(1) Setiap  Peserta yang

menggabungkan diri
mengajukan surat per-
mohonan penutupan

kepesertaan dengan ke-

tentuan sebagai berikut :

{(a) Surat permohonan
penutupan kepeser-
taan paling kurang
memuat:

1.1. persetujuan
penggabun-
gan dari lem-
baga yang ber-

. wenang;

1.2. permohonan
penutupan kepe-
sertaan  Sistem
BI-ETP dan
waktu pelaksa-
naan penghen-
tian kepesertaan
Sistem BI-ETP;

1.3. pengalihan hak

‘dan  kewajiban
terkait kepe-
sertaan  dalam
Sistem  BI-ETP
dari Peserta
yang meng-
gabungkan  diri
kepada Peserta
yang menenma
penggabungan,
terhitung  sejak
tanggal peng-
gabungan secara
hukum; dan

1.4. pencabutan con-
toh tanda tangan
dari Peserta yang
menggabungkan
diri, terhitung se-
jak tanggal peng-
gabungan secara
hukum.

{b)Surat  permohonan
penutupan kepeserta-
an kepada Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP
menggunakan contoh
sebagaimana dimak-
sud dalam Lampiran
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.13.

{c) Surat permohanan
penutupan kepeserta-
an dilengkapi dengan
persyaratan dokumen
sebagai berikut:

=il

2.

fotokopi surat
keputusan dari
lembaga yang

“berwenang me-

nyetujui  peng-
gabungan; dan
fotokopi angga-
ran dasar terakh-
ir Peserta yang
menggabungkan
diri,

yang telah dilegalisasi
oleh notaris.

(2) Peserta yang menerima
penggabungan, me-
nyampaikan surat pem-
beritahuan penggabun-
gan dengan ketentuan
sebagai berikut :

{a) Surat pemberitahuan
penggabungan paling
kurang memuat:

1.1.

1.2.

1.3.

persetujuan
penggabun-
gan dari lem-
baga yang ber-

wenang;
informasi  men-
genai Peserta
yang menerima
penggabungan
dan Peserta yang
menggabungkan
diri; !
waktu pelak-
sanaan pera-
lihan opera-
sional dalam

penyelenggaraan
Sistem BIETP
dari Peserta yang
menggabung-
kan diri kepada
Peserta yang
menerima peng-
gabungan;

. waktu- pelaksa-

naan penghen-




tian kepesertaan
dalam Sistem BIl-
ETP dari Peserta
yang meng-
gabungkan diri;

1.5. pengambilali-
han hak dan
kewajiban
Peserta yang
menggabungkan
diri oleh Peserta
yang menerima
penggabungan
terhitung  sejak
tanggal peng-
gabungan secara
hukum; dan

1.6. informasi  pen-
gumuman peng-
gabungan vyang
dimuat dalam
surat kabar har-
ian berskala na-
sional.

(b} Surat pemberitahuan
penggabungan ke-
pada Penyelenggara
Sistem BI-ETP meng-

- gunakan contoh se-
bagaimana dimaksud
dalam Lampiran li.14.

(c) Surat pemberitahuan

penggabungan dileng-

kapi dengan surat per-
nyataan yang memuat
paling kurang :

1.1. pengambilali-
han hak dan
kewajiban
Peserta yang
menggabungkan
diri terhitung se-
jak tanggal peng-
gabungan secara
hukum;

1.2. pemberlakuan
contoh tanda
‘tangan untuk
Peserta yang
menerima peng-
gabungan  dan
penegasan sta-
tus contoh tanda
tangan Peserta
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(3)

yang meng-
gabungkan diri;

1.3. pengambilalihan
wewenang dan
tanggung  jaw-
ab  operasional
Peserta yang
menggabungkan
diri terhitung se-
jak tanggal peng-
gabungan secara
hukum  sampai
dengan tanggal
penggabungan
secara opera-
. sional.

(d) Surat pernyataan
penggabungan meng-
gunakan format seb-
agaimana dimaksud
dalam Lampiran 11.15.

Dalam hal Peserta yang

menerima penggabungan

telah menerima doku-
men terkait proses peng-
gabungan dari Kement-
erian Hukum dan HAM,

Peserta yang menerima

penggabungan menyam-

paikan dokumen kepada

Penyelenggara  Sistem

BI-ETP sebagai berikut :

(a) fotokopi akta peng-
gabungan;

(b} fotokopi akta peruba-
han Anggaran Dasar
Peserta yang meneri-
ma penggabungan;

{c) fotokopi izin peng-
gabungan dari lem-
baga yang berwenang
memberikan persetu-
juan tentang Peng-
gabungan; dan

(d) fotokopi surat per-
setujuan perubahan
Anggaran Dasar dari
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Ma-
nusia atau dokumen
pendaftaran Akta
Penggabungan  dan

. Akta Perubahan Ang-
garan Dasar.




yang telah dilegalisasi
oleh pejabat yang ber-
wenang.

(4) Surat sebagaimana di-

maksud dalam butir (1)

(a), butir {2}(a}, dan bu-

tir (2)(d) ditandatangani

oleh pejabat pemberi
contoh tanda tangan dan
disampaikan kepada Pe-
nyelenggara Sistem BIl-

ETP dengan ketentuan

sebagai berikut:

{a) surat disampaikan ke-
pada Penyelenggara
Sistem BI-ETP ke al-
amat sebagaimana
dimaksud dalam butir

1I.LA.3; dan
(b}bagi Peserta Yyang
berkedudukan di

wilayah  kerja KP-
. wDN, surat disarmpai-
kan dengan tembusan
kepada KPwDN yang
mewilayahi.

{5) Penyelenggara  Sistem

BI-ETP memberitahukan
kepada Peserta yang me-
nerima penggabungan
melalui surat mengenal
telah disetujuinya waktu
pelaksanaan penggabun-
gan secara kepesertaan
dalam Sistem BI-ETP
beserta hal-hal yang
harus dilakukan oleh
Peserta yang bersang-
kutan, setelah dokumen
sebagaimana dimaksud
dalam angka (1) dan
angka {2) diterima secara
lengkap.

(6) Penyelenggara Sistem

BI-ETP memberitahukan
kepada seluruh Peserta
melalui ~ Administrative
Message atau sarana
lainnya mengenai telah
disetujuinya pelaksa-
naan penggabungan se-
cara operasional dalam
Sistem BI-ETP dan penu-
tupan kepesertaan dalam
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Sistem BI-ETP dari Peser-
ta yang menggabungkan
diri.

(7) Status kepesertaan

dalam  Sistem BIETP
dari Peserta yang meng-
gabungkan diri  efektif
berubah menjadi ditutup
pada tanggal pelaksa-
naan penggabungan: se-
cara operasional dalam
Sistem BI-ETP.

(8) Penyelenggara Sistem Bl-

ETP menginformasikan
pemberitahuan penutu-
pan kepesertaan Sistem
BI-ETP Peserta yang
menggabungkan diri ke-
pada pihak sebagaimana
dimaksud dalam butir
3.a.5)b} dan 3.a.5)c).

c) Perubahan Status Kepeser-
taan Karena Peleburan
{1) Calon Peserta yang

merupakan hasil pele-
buran harus mengajukan
permahonan menjadi
Peserta dengan mengi-
kuti ketentuan umum
kepesertaan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf
A, persyaratan menjadi
Peserta sebagaimana di-
maksud dalam huruf B,
dan prosedur menjadi
Peserta sebagaimana di-
maksud dalam huruf C.

(2) Calon Peserta vyang

merupakan hasil pele-

buran menyampaikan su-

rat pemberitahuan pele-
buran dengan ketentuan
sebagai berikut:

{a) Surat permohonan
penutupan  kepeser-
taan paling kurang
memuat:

1.1. persetujuan pele-
buran dari lem-
baga yang ber-
wenang;

1.2. informasi menge-
nai calon Peserta
yang merupakan
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hasil peleburan
dan Pesérta yang
meleburkan diri;
1.3. waktu pelaksa-
naan peralihan
perasional dalam
penyelenggaraan
Sistem BIETP
dari Peserta yang
meleburkan -diri
kepada Peserta
hasil peleburan;
1.4. waktu pelaksa-
naan penghen-
tian kepesertaan
dalam Sistem BI-
ETP dari Peserta
yang meleburkan
diri; '
1.56. pengambilali-
han hak dan ke-
wajiban Peserta
yvang meleburkan
diri oleh Peserta
yang merupakan
hasil peleburan
terhitung  sejak

tanggal pele-
buran secara hu-
kum; dan

1 .6. informasi  pen-
gumuman pele-
buran yang

dimuat dalam:

surat kabar har-
ian berskala na-
sional;

{b) Surat pemberitahuan
peleburan kepada Pe-
nyelenggara  Sistem
BIETP menggunakan
contoch sebagaimana
dimaksud dalam Lam-
piran .14,

{c) Surat pemberitahuan
peleburan dilengkapi
dengan surat per-
nyataan yang memuat
paling kurang:

1.1. pengambilali-
han hak dan ke-
wajiban Peserta
yang meleburkan
diri terhitung se-
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jak tanggal pele-
buran secara hu-
kum;

1.2. pemberlakuan
contoh tanda
tangan untuk
Peserta yang
merupakan hasil
peleburan  dan
penegasan sta-
tus contoh tanda
tangan Peserta
yang meleburkan
diri; dan

1.3, pengambilalihan
wewenang dan
tanggung  jaw-
ab  operasional
Peserta yang
meleburkan diri
terhitung sejak

tanggal pele-
buran secara
hukum  sampai
dengan tang-

gal pelaksanaan
peleburan se-
cara operasional
dalam Sistem BI-
ETP.

{d) Surat pernyataan
peleburan  menggu-
nakan format seb-
agaimana dimaksud
dalam Lampiran 1.15.

(3) Dalam hal calon Peserta

vang merupakan ha-
sil peleburan telah me-
nerima dokumen terkait
proses peleburan dari
Kementerian Hukum dan
HAM, calon Peserta yang
merupakan hasil pele-
buran menyampaikan
dokumen kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
sebagai berikut:

(a) akta peleburan;

(b) akta pendirian Peseria
yang merupakan hasil
peleburan;

(c) Anggaran Dasar tera-
khir Peserta yang me-
leburkan diri;



{d)izin peleburan dari
lembaga vang ber-
wenang memberikan
persetujuan tentang
peleburan; dan

{(e) surat pengesahan
badan hukum per-
seroan dari Kement-
erian Hukum dan Hak
Asasi Manusia atas
akta pendirian Peserta
yang merupakan hasil
peleburan. yang telah
dilegalisasi oleh, peja-
bat yang berwenang.

{4) Setiap Peserta yang me-

teburkan diri mengajukan

surat permohonan penu-

tupan kepesertaan den-
gan ketentuan sebagai
berikut :

{a} Surat permohonan
penutupan kepeser-
taan paling kurang
memuat:

1.1. persetujuan pele-
buran dari lem-
baga yang ber-
wenang;

1.2. permohonan
penutupan kepe-
sertaan Sistem
BI-ETP dan wak-
tu pelaksanaan
peleburan se-
cara operasional
dalam Sistem BI-
ETP;

1.3. pengalihan hak
dan kewajiban
terkait kepe-
sertaan dalam
Sistem  BI-ETP
dari Peserta
yang melebur-
kan diri kepada
Peserta yang
merupakan hasil
peleburan, terhi-
tung sejak tang-
gal peleburah se-
cara hukum; dan

1.4. pencabutan con-
toh tanda tangan
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pejabat pem-
beri contoh dari
Peserta yang
meleburkan diri,
terhitung sejak

tanggal pele-
buran secara hu-
kum.

(b) Surat permohonan
penutupan kepeserta-
an kepada Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP
menggunakan contoh
sebagaimana dimak-
sud dalam Lampiran
1.13.

(c) Surat  sebagaimana
dimaksud dalam huruf
{a), dilengkapi per-
syaratan dokumen se-
bagai berikut:

1.1. fotokopi surat
keputusan dari
lembaga  vang
berwenang me-
nyetujui pele-
buran; dan

1.2. fotokopi Angga-
ran Dasar terakh-
ir Peserta yang
meleburkan diri,

vang telah dilegalisasi

oleh pejabat yang ber-
wenang.

(5) Surat sebagaimana di-

maksud dalam butir {2}
{(a), butir {2)(c}, dan do-
kumen sebagaimana di-
maksud dalam angka
(4} ditandatangani oleh
anggota direksi dan dis-
ampaikan kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
dengan ketentuan seb-
agai berikut:

{a) surat disampaikan ke-
pada Penyelenggara
Sistem BI-ETP ke al-
amat sebagaimana
dimaksud dalam butir

.A.3;
{b)bagi Peserta vyang
berkedudukan di

wilayah kerja KP-
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wDN, surat disampai-
kan dengan tembusan
kepada KPwDN yang
mewilayahi.

(6} Penyelenggara Sistem Bl-

ETP memberitahukan ke-
pada Peserta yang meru-
pakan hasil peleburan

melalui surat mengenai

telah disetujuinya waktu
pelaksanaan peleburan

secara operasional dalam .

Sistem BI-ETP beserta
hal-hal yang harus dilaku-
kan oleh Peserta yang
bersangkutan, setelah
dokumen sebagaimana
dimaksud dalam angka
(2), angka (3), dan angka
(4) diterima secara leng-
kap.

{7) Penyelenggara Sistern

BI-ETP memberitahukan
kepada seluruh Peserta
melalui  Administrative
Message atau sarana
lainnya mengenai telah
disetujuinya pelaksanaan
perubahan kepesertaan
dalam Sistem BI-ETP dan
penutupan kepesertaan
dalam Sistern BI-ETP dari
Peserta yang meleburkan
diri. :

(8) Status kepesertaan

dalam Sistem BIETP dari
Peserta yang meleburkan
diri efektif berubah men-
jadi ditutup pada tang-
gal pelaksanaan pele-
buran kepesertaan dalam
Sistem BI-ETP.

(9) Penyelenggara Sistem

BI-ETP memberitahukan
penutupan kepesertaan
Sistem BI-ETP Peserta
yang meleburkan diri ke-
pada seluruh Paserta me-
lalui Administrative Mes-
sage atau sarana lainnya.

d) Perubahan Kepesertaan
Karena Pemisahan
(1) Perubahan kepesertaan

karena pemisahan di-
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lakukan dalam hal ter-
dapat Peserta berupa
Unit Usaha Syariah yang
melakukan pemisahan
dari Peserta berupa Bank
Umum Konvensional
sebagai induknya vyang
dilakukan dengan cara
mendirikan Bank Umum
Syariah baru atau men- .
galihkan hak dan kewa-
jiban Unit Usaha Syariah
kepada Bank Umum Sya-
riah yang telah ada.

" {2) Prosedur perubahan |
kepesértaan karena pe-
misahan dengan' cara |

mendirikan Bank Umum .

Syariah baru, mengi- -

kuti prosedur perubahan !
kepesertaan karena pele-
buran sebagaimana di- '
maksud dalam huruf c}.

{3) Prosedur perubahan
kepesertaan karena pe-
misahan dengan cara |
mengalihkan hak dan :
kewajiban Unit Usaha :
Syarigh kepada BUS
yang telah ada, mengi-

kuti prosedur pe-
rubahan kepesertaan
karena penggabungan
sebagaimana dimaksud
dalam hurut bj). ‘

c. Dalam hal Peserta adalah
peserta pada Sistem BIRTGS |

dan/atau BI-SSSS maka Peser- |

ta dapat tidak menyampaikan
lampiran dokumen sebagaima-
na dimaksud dalam huruf b
yang telah disampaikan kepada
penyelenggara Sistem BI-RTGS
dan/atau BISSSS.

F. Kewajiban Peserta
[Bersambung]
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PENYELENGGARAAN SISTEM BANK
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(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia

Nomor 17/36/DPM, tanggal 16 November 2015}
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F. Kewajiban Peserta

Dalam rangka  penyelenggdraan

Sistem BI-ETP, Peserta wajib melaku-

kan hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga kelancaran dan keamanan
dalam penggunaan Sistem BI-ETP
antara lain melakukan hal-hal seb-
agai berikut:

a. menyusun kebijakan dan prosedur
tertulis yang mendukung sistem
kontrol internal yang baik dalam
pelaksanaan operasional Sistem
BI-ETP, termasuk prosedur pen-
gamanan penggunaan Sistem BI-
ETP di lingkungan internal Peser-
ta, diatur sebagai berikut:

1) Kebijakan dan prosedur tertulis
merupakan aturan tertulis yang
ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku di inter-
nal Peserta dan berlaku sebagai
pedoman operasional Sistem
BI-ETP di Peserta.

Kehijakan dan prosedur ter-
tulis dibuat dalam waktu pal-
ing lama 6 (enam) bulan sejak

2

—

tanggal efektif kepesertaan di
Sistem BI-ETP dan disampaikan
kepada Penyelenggara Sistem
BIETP.

3} Kebijakan dan prosedur tertulis
dibuat dalam Bahasa Indone-
sia. Dalam hal kebijakan dan
prosedur tertulis dibuat daiam
bahasa asing, kebijakan dan
prosedur tertulis harus diter-
jemahkan ke dalam Bahasa

4

Indonesia oleh penerjemah ter-
sumpah.

Kebijakan dan prosedur ter-
tulis dibuat dengan mengacu
pada ketentuan terkait dengan
Sistem BI-ETP yang ditetapkan

. aleh Penyelenggara Sistem BI-

ETP serta kesepakatan tertulis

antar-Peserta (Bye-Laws) ter- |

kait penyelenggaraan Sistem
BI-ETP.

5) Kebijakan dan prosedur tertulis

6

memuat paling kurang materi

_ sebagai berikut:

a) pendahuluan;

b} organisasi pengoperasian
Sistem BI-ETP;

c) sistem pengamanan ter-
masuk pengamanan Digital
Certificate Hard Token;

d) ketentuan dan prosedur op-
" erasional Sistem BI-ETP;

e} pengawasan operasional
Sistem BI-ETP; dan

f) penanganan Keadaan Tidak
Normal dan/atau Keadaan
Darurat.

Rincian cakupan minimum ma-

teri kebijakan dan prosedur

tertulis diatur pada “Pedoman

Penyusunan Kebijakan dan

Prosedur Tertulis” sebagaima-

na dimaksud dalam Lampiran

V.

Dalam hal terjadi perubahan

materi kebijakan dan prosedur

tertulis sebagaimana dimaksud
dalam angka B) dan/atau pe-

21



rubahan ketentuan yang dike-
luarkan oleh Penyelenggara
Sistem BIETP danfatau kes-
epakatan tertulis antar-Peserta
{Bye Laws), yang berdampak
pada materi kebijakan dan
prosedur tertulis, Peserta ha-
rus melakukan pengkinian ter-
hadap kebijakan dan prosedur
tertulis dimaksud.

7) Pengkinian  terhadap  kebi-
jakan dan prosedur tertulis
sebagaimana dimaksud dalam
angka 6) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak terjadinya
perubahan materi dan keten-
tuan tersebut dan perubahan
kebijakan dan prosedur tertulis
sebagaimana dimaksud dalam
angka 6) disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem Bi-ETP.

b. melakukan pemeriksaan internal

yang menjamin keamanan opera-

sional Sistem BI-ETP, dengan ke-

tentuan sebagai berikut:

1) pemeriksaan internal merupak-
an kegiatan pemeriksaan terha-
dap Sistem BI-ETP untuk men-
jamin keamanan operasional
Sistem BI-ETP;

2) ruang lingkup pelaksanaan
pemeriksaan internal paling
kurang mencakup ruang ling-
kup materi penilaian kepatuhan
yang disampaikan oleh Peny-
elenggara Sistem BI-ETP.

. melakukan security audit, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1} security audit bertujuan untuk
memastikan keamanan dan
keandalan teknologi informasi
internal Peserta; serta kondisi
lingkungan tempat Peserta
melakukan kegiatan operasion-
al;

2) security audit dilakukan paling
kurang setiap 3 (tiga) tahun

Businest News 8803/20- 1-2016
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sekali terhitung sejak menjadi
Peserta atau setiap terjadi pe-
rubahan dalam sistem teknolo-
gi informasi internal Peserta
vang terkait dengan Sistem B
ETP;

3) pelaksanaan security audit
dapat dilakukan oleh auditor in-
ternal Peserta maupun auditor
eksternal yang independen.

4) Dalam hal security audit di-
lakukan oleh auditor internal,
laporan hasil security audit
sebagaimana dimaksud dalam
angka 3) dilengkapi surat per-
nyataan bahwa pelaksanaan
security audit dilakukan secara
independen, yang ditandatan-
gani anggota direksi yang ber-
wenang bertindak untuk dan
atas nama calon Peserta;

d. memiliki pedoman Disaster Recov-

ery Plan dan Business Continuity

Plan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1} pedoman Disaster Recovery

Plan dan Business Continuity

Plan memuat prosedur yang di-

lakukan oleh Peserta dalam hal

terjadi Keadaan Tidak Normal
dan/atau Keadaan Darurat un-
tuk memastikan bahwa opera-
sional Sistem BI-ETP di Peserta
tetap dapat dilakukan atau upa-
ya lainnya vyang perlu dilaku-
kan dalam hal sistem cadangan
tidak dapat digunakan;

pedoman Disaster Recovery

Plan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1) paling kurang

memuat hal-hal sebagai beri-
kut:

a) unit kerja sebagai penang-
gung jawab;

b} mekanisme koordinasi apa-
bila penanggung jawab ter-
diri dari beberapa unit;

c) prosedur terkait penyiapan

2
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infrastruktur cadangan un-

tuk menjamin kegiatan oper-

asional Sistem BI-ETP tetap

berjalan;

mekanisme pelaporan dan

monitoring; dan

e) petugas operasional (ter-
masuk data nomor telepon

d

—

yang dapat dihubungi setiap
saat).

3) pedoman Business Continuity
Plan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1) paling kurang
memuat hal-hal sebagai beri-
kut:

a) unit kerja sebagai penang-
gung jawab;

b) mekanisme koordinasi apa-
bila penanggung jawab ter-
diri dari beberapa unit;

¢) langkah-langkah bisnis yang
dilakukan untuk menjamin
kegiatan operasional Sistem
BI-ETP tetap berjalan;

d) mekanisme pengujian prose-
dur Business Continuity
Pian;

e} mekanisme pelaporan dan
monitoring; dan

f) petugas operasional (ter-
masuk data nomor telepon
yang dapat dihubungi setiap
saat).

e. menggunakan aplikasi Sistem BI-

ETP sesuai dengan Buku Pedoman
Teknis Sistem BI-ETP yang diter-
bitkan oleh Penyelenggara Sistem
BI-ETP;

. melakukan pengkinian kepeser-

taan;

. melakukan pemeliharaan data

dengan ketentuan sebagai beri-

kut:

1) data yang tersimpan dalam me-
dia elekironik dan/atau dalam
bentuk hasil olahan komputer
Sistem BI-ETP harus mendapat
pengamanan yang memadai

serta terjaga kerahasiaannya,
antara lain terlindung dari ak-
ses petugas yang tidak ber-
wenang;
2) data sebagaimana dimaksud
dalam angka 1) antara lain me-
liputi data transaksi, aplikasi
yang diberikan oleh Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP;
melakukan pencadangan data
sebagaimana dimaksud dalam
angka 1) ke datam media elek-
tronik;

3

—

4

memastikan data sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dan
cadangannya sebagaimana di-
maksud dalam angka 3) tidak
rusak; dan |

menyimpan seluruh data se-
bagaimana dimaksud dalam
angka 1) dan cadangannya
sebagaimana dimaksud dalam
angka 3) sesuai dengan keten-

b

—

tuan pengarsipan yang berlaku
di internal Peserta dan masa
retensi sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang mengatur
mengenai dokumen perusa-
haan.

h. menjamin Sistem BI-ETP utama
dan Sistem BI-ETP cadangan ber-
fungsi dengan baik untuk melaku-
kan berbagai aktivitas Sistem BIl-
ETP sepanjang jam operasicnal
Sistem BI-ETP.

Dalam rangka menjamin Sistem Bl-

ETP utama dan Sistem BI-ETP cadan-

gan berfungsi dengan baik maka

Peserta melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1) memastikan petugas yang menan-
gani Sistem BIETP memahami
sistem dan prosedur operasionat
Sistem BI-ETP yang telah ditetap-
kan oleh Penyelenggara Sistem
BI-ETP dan internal Peserta, an-
tara lain melalui pelatihan secara
berkala;

2
[
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2) mengatur dan menetapkan user

3

dan kewenangan user yang

melakukan operasional Sistem Bl-

ETP dengan memperhatikan hal-

hal antara lain sebagai berikut:

a) pengaturan kewenangan user
dengan memperhatikan ‘rent-
ang kendali (span of control)
untuk meminimalkan kesala-
han manusia (hufnan error} dan
penyalahgunaan kewenangan
user;

b) pengiriman Transaksi dilakukan
secara berjenjang sesuai den-
gan tingkat kewenangan petu-
gas; '

¢} pengaturan petugas pengganti
untuk user sesuai dengan per-
annya masing-masing;

d) penetapan dan penatausahaan
user pemegang Digital Certifi-
cate Hard Token, termasuk se-
rial number token tersebut;

e) keamanan penggunaan Digital
Certificate Hard Token oieh
user yang telah ditetapkan; dan

f) penyimpanan dokumen ke-
amanan yang terkait dengan
user dan Digital Certificate
Hard Token;

menyediakan dan  mengelola

sistem cadangan untuk Sistem BI-

ETP di Peserta sebagai berikut:

a) pemilihan jenis dan lokasi
Sistemm BI-ETP cadangan ser-
ta jaringan komunikasi data
cadangan Peserta diserahkan
kepada setiap Peserta; :

b

—

pemilihan jenis dan lokasi
Sistem BI-ETP cadangan, ser-
ta jaringan komunikasi data
cadangan Peserta sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a)
dilakukan berdasarkan pertim-
bangan antara lain:
{1)volume Transaksi Peserta
dan tingkat urgensi Sistem
BI-ETP bagi Peserta; dan
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{2)pengendalian internal guna
memitigasi risiko operasion-
al di Peserta;

4) menjamin Sistem BI-ETP cadan-

gan berfungsi dengan baik, den-

gan cara antara lain:

a) melakukan wuji coba koneksi
Sistem BI-ETP cadangan se-
cara berkala sebagai berikut:
(1) uji coba koneksi Sistem BI-

ETP cadangan termasuk
uji coba terhadap jaringan
komunikasi data cadangan
dan/atau data. ;
{2)uji coba koneksi Sistem BI-
ETP cadangan sebagaimana
dimaksud dalam angka {1}

dapat dilakukan dengan

menggunakan:

{a) environment testing
Penyelenggara  Sistem

BI-ETP selama jam op-
erasional Sistem BI-ETP;
atau
{b) environment production
Penyelenggara  Sistem
BI-ETP dengan jadwal
yang ditetapkan oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-
ETP vaitu setiap bulan
pada hari Jumat minggu
pertama atau minggu ke-
tiga setelah proses akhir
hari Sistem BI-ETP di Pe-
nyelenggara Sistem BI-
ETP berakhir dan peiak-
sanaannya dilakukan
paling Jama 1 (satu) jam;
{3)tata cara melakukan uji

coba koneksi Sistem BI-ETP:

cadangan diatur sebagai

berikut:

{a) Peserta menyampaikan
permohonan uji coba
koneksi Sistem BI-ETP
cadangan melalui Admin-
istrative Message kepa-
da Penyelenggara Sistem
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BI-ETP paling lambat 1
(satu) hari kerja sebe-
lum pelaksanaan uji coba
koneksi Sistem BI-ETP

cadangan;
{b) Penyelenggara  Sistem
BI-ETP memberitahu-

kan persetujuan uji coba
koneksi Sistem BI-ETP
cadangan kepada Peser-
ta melalui Administrative
Message; dan

{c) Peserta
kan laporan tertulis ha-

menyampai-

sil pelaksanaan uji coba
koneksi Sistem BI-ETP
cadangan kepada Peny-
elenggara Sistem BIETP
paling lambat 1 [satuj
hari kerja setelah pelak-
sanaan selesai dilakukan;
b) mengoperasikan Sistem BI-ETP
cadangan untuk kegiatan op-
erasional dalam kondisi normal
sebagai berikut:

{1)dilakukan secara berkala,
paling kurang 1 (satu} kali
dalam setahun;

(2)pengoperasian
cadangan untuk kegiatan

sistem

operasional dalam kondisi
normal dapat mencakup
jaringan  komunikasi data
cadangan.
(3)tata cara
Sistem BI-ETP cadangan
untuk kegiatan operasional
dalam kondisi normai seb-
agai berikut:
{a) Peserta

menggunakan

menyampai-
kan permohonan peng-
gunaan Sistem BI-ETP
cadangan untuk kegiatan
operasional dalam kondi-
si normal melalui Admin-
istrative Message kepa-
da Penyelenggara Sistem
BIETP paling lambat 1

{satu} hari kerja sebelum
menggunakan Sistem Bl-
ETP cadangan dan/atau
jaringan komunikasi data
cadangan;

{b) Penyelenggara  Sistem
BI-ETP memberitahukan
persetujuan penggunaan
Sistem BI-ETP cadangan
dan/atau jaringan komu-
nikasi data cadangan un-
tuk kegiatan operasicnal
dalam kondisi normal
kepada Peserta melalui
Administrative Message;
dan

{c} Peserta menyampaikan
iapcoran  tertulis  hasil

penggunaan Sistem BI-

ETP cadangan dan/atau

jaringan komunikasi data

cadangan untuk kegiatan
aoperasional dalam kon-
disi normal kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP
paling lambat 1 [satu)
hari kerja setelah pelak-
sanaan selesai dilakukan.

b) menjamin keamanar dan keanda-

6

7

lan jaringan komunikasi data yang
digunakan untuk menghubungkan
Sistem BI-ETP utama dan/atau
Sistem BI-ETP cadangan.
melakukan langkah-langkah pre-
ventif yang diperlukan sehingga
infrastruktur dan perangkat lu-
nak ({software) vyang digunakan
dalam Sistem BI-ETP, termasuk
infrastruktur dan perangkat lunak
{software) vyang terkait dengan
Sistem BIETP, berfungsi dengan
baik dan bebas dari segala jenis
Virus;
menjamin  integritas  database
Sistem BI-ETP vyang ada pada
Sistem BI-ETP utama dan Sistem
BIETP cadangan termasuk data
cadangan (back-up} yang tersim-
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pan dalam bentuk compact disk
(CD), flashdisk, dan media lain-
nya;
melakukan instalasi setiap terjadi
perubahan aplikasi Sistem BI-ETP
utama dan/atau Sistem BI-ETP
cadangan sesuai dengan Buku Pe-
doman Teknis Sistem BI-ETP yang
diterbitkan oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP;
menyimpan dengan baik aplika-
si Sistem BI-ETP, termasuk se-
tiap terdapat perubahan aplikasi
Sistem BI-ETP yang telah diberi-
kan oleh Penyelenggara Sistem
BI-ETP, di tempat yang aman dan
bebas dari berbagai sumber yang
dapat merusak aplikasi Sistem Bl-
ETP; dan
10imelakukan perpanjangan masa
aktif Digital Certificate Hard To-
ken sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan cleh Penyeleng-
gara Sistem BIETP;
. bertanggung jawab atas kebenaran
transaksi, instruksi transaksi, dan/
atau seluruh informasi yang dikir-
im Peserta kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP melalui Sistem BIETP;
. melaksanakan kegiatan penyeleng-
garaan Sistem BI-ETP sesuai dengan
Perjanjian dan ketentuan yang men-
gatur mengenai penyelenggaraan
Sistem BI-ETP serta ketentuan ter-
kait lainnya;
. menginformasikan

8

9

—

biaya trans-
aksi melalui Sistem BI-ETP secara
transparan yang dinyatakan dalam
perjanjian brokerage line, dalam hal
Peserta merupakan perusahaan pi-
dlang pasar uang Rupiah dan valuta
asing dan perusahaan efek;

. memberikan data dan informasi
terkait kegiatan penyelenggaraan
Sistem BI-ETP yang diminta oleh
Bank Indonesia dalam rangka pelak-
sanaan pemantuan kepatuhan Peser-
ta; dan

6. mematuhi peraturan yang “dikeluar-

kan oleh asosiasi terkait penyeleng-
garaan Sistem BI-ETP.

IV. OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM

BI-ETP

A. Waktu Operasional Sistem BI-ETP

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP menetap-
kan waktu operasional penyelenggaraan |
Sistem BI-ETP yang mencakup hari opera-
sional dan jam operasional.

2. Hari operasional Sistem BI-ETP adalah se-
tiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh
Penyelenggara Sistem BI-ETP.

3. Jam operasional Sistem BI-ETP sebagai
berikut:

a.
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Jam buka Sistem BI-ETP pada pukul
06.30 WIB.

. Jam Transaksi:

1) Transaksi Dengan Bank Indonesia

mengacu pada ketentuan Bank In-
donesia yang antara lain mengatur
mengenal operasi moneter, operasi
morieter syariah, lelang surat berhar-
ga negara di pasar perdana dan pe-
natausahaan surat berharga negara.

2) Transaksi Pasar Keuangan pada pu-

kul 07.00 WIB sampai dengan pukul

17.30 WIB, dengan pengaturan seb-

agai berikut:

a} transaksi dengan underlying surat
berharga yang ditatausahakan di
BI-SSSS:

(1)dalam hal setelmen dilakukan |
pada hari yang sama dengan
tanggal transaksi, maka tran-
saksi paling lambat dilakukan

sampai dengan pukul 16.30
WIB;
(2)dalam hal setelmen dilaku-

kan setelah tanggal transaksi,
maka transaksi paling lambat
dilakukan sampai dengan pukul
17.30 WIB;

b} transaksi tanpa underlying surat
berharga yang ditatausahakan di
BI-SSSS paling lambat dilakukan
sampai dengan pukul 17.30 WIB;
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c. jam tutup Sistem BI-ETP pada pukul
18.30 WIB atau sama dengan jam tutup
BI-SSSS.

4. Jam operasional Sistem BI-ETP sebagaima-
na dimaksud dalam angka 3 berlaku dalam
kondisi normal dan dapat diubah oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dengan keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam angka
5. ;

5. Perubahan jam operasional Sistem BI-ETP
dan window time Transaksi adalah sebagai
berikut:

a. jam operasional Sistem BI-ETP dan win-
dow time Transaksi dapat diubah oleh
Penyelenggara Sistem BIETP berdasar-
kan kebijakan Penyelenggara Sistem Bl-
ETP;

b. perubahan jam operasional sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dapat di-
lakukan berdasarkan pertimbangan an-
tara lain sebagai berikut:

1) Keadaan Tidak Normal pada Sistem
BI-ETP, BISSSS, dan/atau Sistem
BI-RTGS dan/atau Keadaan Darurat;
dan/atau :

2} adanya perubahan jam Transaksi
Dengan Bank Indonesia yang men-
gakibatkan perubahan jam opera-
sional Sistem BI-ETP.

6. Dalam hal hari operasional Sistem BI-ETP
ditetapkan lain dan/atau jam operasion-
al Sistem BI-ETP diubah, Penyelenggara
Sistem BI-ETP memberitahukan hal terse-
but kepada seluruh Peserta melalui Admin-
istrative Messages dan/atau sarana lain-
nya.

B. Pengelolaan User dan Penggunaan Digital Cer-
tificate Hard Token

1. User Sistem BI-ETP
a, Peserta melakukan  pengoperasian

Sistem BI-ETP berdasarkan kewenan-

gan level user yang terdiri dari leve!

administrator, supervisor dan operator
vang diatur sebagai berikut:

1) Administrator
a) Administrator adalah user yang

memiliki kewenangan antara lain
untuk melakukan setting limit ap-

proval untuk supervisor (supervi-
sor limit) dan setting broker bid-
ding limit.

b) Penyelenggara Sistem BI-ETP |

memberikan 2 (dua) level admin-
istrator beserta passwordnya ke-
pada Peserta.

2) Supervisor
a} Supervisor adalah user yang me-

miliki kewenangan operasional
p'ada Sistem BI-ETP untuk melak-
sanakan fungsi yang berkaitan
dengan pengiriman pesan antar-
Peserta dan kegiatan supervisi,
termasuk menyetujui atau meno-
lak data Transaksi Dengan Bank
Indonesia yang dikirim oleh opera-
tor.

b} Penyelenggara Sistem BI-ETP

" memberikan 4 (empat) level su-
pervisor beserta passwordnya ke-
pada Peserta.

c) Peserta dapat menentukan pem-
batasan setting {imit approval
dalam pengiriman Transaksi Den-
gan Bank Indonesia yang dilaku-
kan oleh supervisor (supervisor
limit}.

3) Operator
a) Operator adalah user yang memi-

liki kewenangan untuk melakukan
entry atau construct, mengubah
data Transaksi, membatalkan kuo-
tasi Transaksi Pasar Keuangan,
dan mengirimkan pesan {Adminis-
trative Message) antar Peserta.

Operator tidak dapat mengakses

menu dan fungsi-fungsi kegiatan

administrator dan supervisor.

c) Penyelenggara Sistem  BI-ETP
memberikan 4 (empat) level oper-
ator beserta passwordnya kepada
Peserta.

b

b. Peserta memiliki kebijakan yang men-
gatur level user sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a dalam Kebijakan dan
Prosedur Tertulis Peserta, yang antara
lain meliputi pengelolaan tingkatan

77
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user, pengelolaan password, dan kewa-
jiban masing-masing level user.

. Penambahan user melebihi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam butir a.1)
b), butir a.2)b) dan butir a.3)c} dapat
diberikan kepada Peserta berdasarkan
persetujuan Penyelenggara Sistem BI-
ETP.

2. Penggunaan Digital Certificate Hard Token

d.

Penyelenggara Sistem BI-ETP memberi- |

kan 1 {satu) Digital Certificate Hard To-
ken untuk setiap user.

Digital Certificate Mard Token dileng-
kapi antara lain dengan user name dan
personal identification number (PIN}).

. Peserta menggunakan Digital Certifi-

cate Hard Token untuk mengakses dan
melakukan transaksi melalui Sistem Bl-
ETP.

. Masa aktif Digital Certificate Hard To-

ken ditetapkan paling lama 2 {dua) ta-
hun sejak tanggal efektif berlakunya.
Peserta dapat mengajukan penggantian
Digital Certificate Hard Token yang hi-
lang/rusak atau tidak dapat digunakan
karena sebab lainnya.

Penambahan Digital Certificate Hard
Token karena penambahan user seb-
agaimana dimaksud dalam butir 1.¢
dan/atau penggantian Digital Certificate
Hard Token yang hilang/rusak atau ti-
dak dapat digunakan karena sebab lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam hur-
uf e dikenakan biaya.

3. Prosedur Penambahan User, Penggantian

dan/atau perpanjangan masa aktif Digital

Certificate Hard Token

a.

Pengajuan penambahan user, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Peserta menyampaikan surat per-
mohonan penambahan user, yang
memuat informasi paling kurang:

a) nama dan participant code Peser-
ta;

b) jumlah penambahan user dan lev-
¢l user; dan

c) alasan permintaan . penamba-
han user dalam hal permintaan
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penambahan user melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana di-
maksud dalam butir 1.c.

2) Surat permohonan sebagaimana di- |

maksud dalam angka 1) dibuat se-

bagaimana contoh dalam Lampiran

1.4.

3) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1} ditandatan-
gani oleh pejabat pemberi contoh
tanda tangan dan disampaikan ke-
pada Penyelenggara Sistem BI-ETP
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) surat disampaikan ke alamat se-

bagaimana dimaksud dalam butir
ILA.3.

b} bagi Peserta yang berkedudukan
di wilayah kerja KPwDN, surat
permohonan disampaikan dengan
tembusan kepada KPwDN yang
mewilayahi. ‘

b. Penggantian Digital Certificate Hard To-

ken

1)} Peserta menyampaikan surat permo-

honan penggantian Digital Certificate

Hard Token, yang memuat informasi

paling kurang:

a) nama dan participant code Peser-
ta;

b} nomor seri Digital Certificate Hard
Token;

c} alasan permintaan penggantian
Digital Certificate Hard Token;
dan

d} level user pada Digital Certificate
Hard Token yang akan diganti.

2) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) disertai den-
gan:

a) Digital Certificate Hard Token |

dalam hal Peserta mengajukan
penggantian Digital Certificate
Hard Token.karena rusak; atau
b) surat keterangan hilang dari pihak
kepolisian dalam hal Peserta ke-
hilangan Digital Certificate Hard
Token.
3) Surat permohonan sebagaimana di-



maksud dalam angka 1) dibuat se-
bagaimana contoh dalam Lampiran
.4

4) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) ditandatan-
gani oleh pejabat pemberi contoh
tanda tangan dan disampaikan ke-
pada Penyelenggara Sistem BI-ETP
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) surat disampaikan ke alamat se-

bagaimana dimaksud dalam butir
il.A.3.
b} bagi Peserta yang berkedudukan
di wilayah kerja KPwDN, surat
permohonan disampaikan dengan
tembusan kepada KPwDN vyang
mewilayahi.
c. Perpanjangan masa aktif Digital Certifi-
cate Hard Token

1) Peserta menyampaikan surat per-
mohonan perpanjangan masa aktif
Digital Certificate Hard Token, yang
memuat informasi paling kurang:

a) nama dan participant code Peser-
ta;

b) nomor seri Digital Certificate Hard
Token; dan

c) level user pada Digital Certificate
Hard Token yang akan diperpan-
jang masa aktifnya.

2) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud daiam angka 1} disertai den-
gan Digital Certificate Hard Token
yang akan diperpanjang masa aktif-
nya.

3) Surat permochonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) dibuat se-
bagaimana contoh dalam Lampiran
.4
Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) ditandatan-
gani oleh pejabat pemberi contoh
tanda tangan dan disampaikan ke-

4
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pada Penyelenggara Sistem BI-ETP

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) surat disampaikan ke alamat se-
bagaimana dimaksud dalam butir
l.A.3.
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b) bagi Peserta yang berkedudukan
di wilayah kerja KPwDN, surat
permohonan disampaikan dengan

tembusan surat permohonan ke- |

pada KPwDN yang mewilayahi.
5) Permohonan perpanjangan masa ak-
tif . disampaikan kepada Penyeleng-
gara Sistem BIETP paling lambat 1
(satu) bulan sebelum masa aktif Digi-
tal Certificate Hard Token berakhir.

., Penyelenggara Sistem BI-ETP memberi-

kan persetujuan atau penoclakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ den-
gan ketentuan sebagai berikut :

1} Persetujuan atau penolakan atas per-
mohonan disampaikan Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP kepada Peserta
paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak surat permohonan sebagaima-
na dimaksud dalam butir a.1), butir
b.1), dan/atau butir c.1) diterima
secara lengkap oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP;

Persetujuan atau penoclakan disam-
paikan secara tertulis kepada Peserta
dan penyampaiannya dapat didahului
dengan faksimile dan Administrative

2

Message;
&

Pemberitahuan persetujuan disertai
dengan informasi mengenai pengam-
bilan dokumen user, password dan/
atau Digital Certificate Hard Token.

. Pengambilan Digital Certificate Hard

Token dilakukan dengan ketentuan se-
bagai berikut:

1)} untuk Peserta yang berkantor pusat
di wilayah kerja kantor pusat Bank
indonesia, pengambilan dokumen
user, password dan/atau Digital Cer-
tificate Hard Token dilakukan di tem-
pat Penyelenggara Sistem BI-ETP;
untuk Peserta yang berkedudukan di
wilayah kerja KPwDN, pengambilan
dokumen user, password, dan/atau
Digital Certificate Hard Token dilaku-
kan di:

al KPwDN yang mewilayahi Peserta;

2

%




atau

b} tempat Penyelenggara Sistem BI-
ETP dalam hal Peserta yang ber-
sangkutan memiliki kantor cabang
di wilayah kerja kantor pusat Bank
Indonesia.

3} Pengambilan dokumen user name,
PIN, dan/atau Digital Certificate Hard
Token dilakukan oleh pejabat pem-
beri contoh tanda tangan atau petu-
gas yang diberikan kuasa oleh peja-
bat pemberi contoh tanda tangan.

f. Penyelenggara Sistem BI-ETP mem-
bebankan biaya ke Rekening Giro Ru-
piah Peserta yang ditatausahakan di
Bank Indonesia atas penambahan user
yang dilengkapi dengan Digital Certifi-
cate Hard Token yang melebihi jumliah
yang ditetapkan sebagaimana dimak-
sud dalam butir 1.c dan/atau penggan-
tian Digital Certificate Hard Token seb-
agaimana dimaksud dalam butir 2.e.

4. Ketentuan penghapusan User

a. Penghapusan user dapat dilakukan atas
dasar inisiatif Penyelenggara Sistem Bl-
ETP atau permintaan Peserta.

b. Penghapusan user oleh Penyeleng-
gara Sistem BI-ETP dilakukan antara
lain dalam hal Peserta telah dihentikan
kepesertaannya dalam penyelenggara-
an Sistem BI-ETP. :

c. Prosedur penghapusan user atas dasar
permintaan Peserta sebagaimana di-
maksud dalam huruf a diatur sebagai
berikut:

1) Peserta mengajukan surat permo-
honan penghapusan user kepada Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dengan
alamat sebagaimana dimaksud dalam
butir II.A.3, yang dapat disampaikan
terlebih dahulu melalui faksimile atau
sarana lain.

2} Surat permohonan penghapusan user
sebagaimana dimaksud dalam angka
1) menggunakan contoh dalam Lam-

| piran 1.4,
3) Surat permohonan penghapusan
user disertai dengan pengembalian
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Digital Certificate Hard Token yang

user-nya dimohonkan untuk dihapus.

4) Penyelenggara Sistem BI-ETP me-
nyampaikan surat pemberitahuan ke-
pada Peserta mengenai penghapusan
user dan/atau Digital Certificate Hard
Token.

5. Mekanisme Reset Password Aplikasi, Un-
lock User Name, dan/atau Reset PIN Digi-
tal Certificate Hard Token Peserta dapat
mengajukan permintaan reset password
aplikasi, unlock user name, dan/atau reset
PIN Digital Certificate Hard Token sebagai
berikut:

a. Permintaan reset password aplikasi

1) Peserta mengajukan permohonan
reset password aplikasi kepada Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP melalui
surat yang ditandatangani oleh peja-
bat pemberi contoh tanda tangan di
Penyelenggara Sistem BI-ETP, yang
paling kurang memuat informasi seb-
agai berikut; y
a) nama dan participant code Peser-

ta;

b) user name aplikasi yang pass-
word-nya dimohonkan untuk di-
reset; dan

¢} nama dan ncmor telepon petu-
gas yang berwenang di Peserta
yang bersangkutan yang dapat di-
hubungi.

2) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) disampaikan
kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP
ke alamat sebagaimana dimaksud |
dalam butir II.A.3 dan dapat disam-
paikan terlebih dahulu melalui fak-
simile atau Administrative Message.

3) Berdasarkan surat permohonan seb-

agaimana dimaksud dalam angka 1), |
Penyelenggara Sistem BI-ETP me-
nyampaikan password aplikasi kepa-
da Peserta melalui surat yang dapat |
disampaikan terlebih dahulu melalui
faksimile atau sarana lainnya.

Password user sebagaimana dimak-
sud dalam angka 3) diambil oleh pe-

4
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jabat pemberi contoh tanda tangan
di Penyelenggara Sistem BI-ETP atau
petugas yang diberikan kuasa oleh
pejabat pemberi contoh tanda tan-
gan di Penyelenggara Sistem BI-ETP.
b. Permintaan unlock user name Digital
Certificate Hard Token
1) Peserta mengajukan permohonan
unlock user name Digital Certificate
Hard Token kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP melalui surat yang di-
tandatangani oleh pejabat pember:
contob tanda tangan di Penyelengga-
ra Sistem BI-ETP, yang paling kurang
memuat informasi sebagai berikut:
a) nama dan participant code Peser-
ta;

b} user name yang dimohonkan un-
tuk diunlocked; dan

¢} nama dan nomor telepon petu-
gas yvang berwenang di Peserta
yang bersangkutan yang dapat di-
hubungi.

2) Surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) disampaikan
kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP
ke alamat sebagaimana dimaksud
dalam butir Il.A.3 dan dapat disam-
paikan terlebih dahulu melalui fak-
simile atau administrative message.

3) Berdasarkan surat permohonan seb-
agaimana dimaksud dalam angka 1},
Penyelenggara Sistem BI-ETP mem-
beritahukan penyelesaian proses
unlock user name aplikasi- kepada

 Peserta melalui surat yang dapat dis-

ampaikan terlebih dahulu melalui fak-
simile atau sarana lainnya.

c. Permintaan reset PIN Digital Certificate

Hard Token

1)} Peserta mengajukan permohonan re-
set PIN Digital Certificate Hard Token
kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP
melalui surat .yang ditandatangani
oleh pejabat pemberi contoh tanda
tangan di Penyelenggara Sistem Bl-
ETP yang paling kurang memuat in-
fomasi sebagai berikut:

a) nama dan participant code Peser-
ta;

b) nama user name yang melekat
pada Digital Certificate Hard To-
ken yang dimohonkan untuk di-
reset;

¢) nomor seri Digital Certificate Hard
Token; dan

d) nama dan nomor telepon petugas
yang berwenang di Peserta ber-
sangkutan yang dapat dihubungi.

2) Surat permohonan sebagaimana di-

maksud dalam angka 1) disampaikan
kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP
ke alamat sebagaimana dimaksud
dalam butir Il.A.3 dan dapat disam-
paikan terlebih dahulu melalui fak-
simile atau Administrative Message.

3) Berdasarkan surat permohonan seb-

agaimana dimaksud dalam angka 1),
Penyelenggara Sistem BI-ETP mem-
beritahukan melalui telepon kepada
petugas yang berwenang di Peserta
yang bersangkutan untuk melakukan
reset password Digital Certificate
Hard Token di Sistem BI-ETP dengan
mengikuti proses penyelesaian seb-
agaimana disampaikan oleh Peny-
elenggara Sistem BI-ETP.

C. Pengelolaan Account dan Broker Bidding Limit
1. Pengelolaan Account (Portfolio dan Paosi-
tion Account) Penyelenggara Sistem BI-
ETP melakukan setting account dalam
rangka persiapan operasional penyeleng-

garaan Sistem BI-ETP, yang mencakup:

a. Portfolio

1) Penyelenggara Sistem-  BI-ETP

mendaftarkan Portfolio untuk setiap
Peserta Sistem BI-ETP.

2) Portfolio sebagaimana dimaksud

dalam angka 1} terdiri atas:

a) Portfolio atas nama Peserta; dan/
afau

b) Portfolio atas nama pihak yang
diwakili dalam hal Peserta men-
gajukan Transaksi untuk dan atas
nama Peserta lain.

3} Portfolio atas nama Peserta seb-
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agaimana dimaksud dalam butir 2)a)
akan terhubung dengan Position Ac-
count atas nama Peserta dimaksud;

4) Portfolio atas nama Peserta yang di-
wakili, dalam hal Peserta mengaju-
kan Transaksi untuk dan atas nama
pihak lain, sebagaimana dimaksud
dalam butir 2)b) akan terhubung
dengan Position Account milik pihak
yang diwakili.

. Position Account

1) Peserta memiliki Position Account
atas nama Peserta dan/atau atas
nama pihak yang diwakili.

2) Position Account merupakan reken-
ing yang berisi informasi Rekening
Surat Berharga dan Rekening Giro.

3) Dalam hal Peserta yang bertransaksi
atas nama diri sendiri bukan meru-
pakan Peserta BI-S5SS dan/atau
peserta Sistem BI-RTGS, Position
Account berisi informasi:

a) Rekening Surat Berharga yang di-
tunjuk oleh Peserta; '

b) Rekening Giro Bank Pembayar
yang ditunjuk oleh Peserta.

4) Dalam hal Peserta bertransaksi atas
nama pihak yang diwakili, yang
merupakan peserta BI-SSSS dan/
atau peserta Sistem BI-RTGS, Posi-
tion Account berisi informasi:

a) Rekening Surat Berharga milik pi-
hak yang diwakili; dan

b) Rekening Giro milik pihak vyang
diwakili, untuk kepentingan
setelmen.

5) Dalam hal Peserta bertransaksi atas

—

nama pihak yang diwakili, yang bu-

kan merupakan peserta BISSSS dan/

gtau peserta Sistem BI-RTGS, Posi-
tion Account berisi informasi:

a) Rekening Surat Berharga yang di-
tunjuk oleh pihak yang diwakili;
dan

b} Rekening Giro Bank Pembayar
yang ditunjuk oleh pihak yang
diwalkili, untuk kepentingan
setelmen.

6) Peserta melakukan  pendaftaran
dan pengkinian Position Account di
Sistem BI-ETP.

7) Tata cara pendaftaran Position Ac-
count sebagaimana dimaksud dalam
angka B6) mengacu pada Buku Pedo-
man Teknis Sistem BI-ETP.

8) Dalam hal Peserta melakukan
pendaftaran Position Account baru
atau pengkinian Position Account, |
Peserta menyampaikan pengkinian
daftar nama pihak lain yang memi-
liki hubungan transaksi kepada Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dengan
format sebagaimana Lampiran ii.7.

2. Broker Bidding Limit

a. Dalam  hal Peserta  mengajukan
penawaran untuk dan atas nama Peser-
ta lain yang memiliki Rekening Giro,
maka setting Broker Bidding Limit di-
lakukan oleh Peserta yang mengajukan
penawaran.

b. Dalam hal Peserta mengajukan
penawaran untuk dan atas nama pi-
hak lain yang tidak memiliki Rekening
Giro maka setting Broker Bidding Limit
dilakukan oleh Bank Pembayar sebagai
pihak yang melakukan setelmen dana.

c. Broker Bidding Limit akan terakumulasi
untuk setiap nilai setelmen Transaksi
yang belum terselesaikan.

d. Dalam hal Transaksi yang diajukan
melampaui Broker Bidding Limit, Trans-
aksi dimaksud akan ditolak oleh Sistermn
BI-ETP.

e. Setiap terjadi setelmen Transaksi,
penggunaan Broker Bidding Limit akan
berkurang sebesar nilai setelmen terse-
but.

f. Peserta yang mengajukan Transaksi un-
tuk dan atas nama Peserta atau pihak
lain, harus memperhatikan Broker Bid-
ding Limit per hari.

D. Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
1. Dalam ha! diperlukan penambahan jar-
ingan komunikasi data selain yang telah
disediakan oleh Penyelenggara Sistem BI-

ETP, maka biaya penambahan penyediaan
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dan penggunaan jaringan komunikasi data
menjadi beban Peserta.
2. Jenis dan penggunaan jaringan komunikast

gatur antara lain mengenai operasi mon-
eter, operasi moneter syariah, dan lelang
SBN di pasar perdana dan penatausahaan

data yang disediakan oleh Peserta tersebut SBN.
harus sesuai dengan standar yang ditetap- B. Transaksi Pasar Keuangan
kan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP Transaksi Pasar Keuangan dilakukan
V. KEGIATAN TRANSAKS|I MELALUI SISTEM BI- oleh Peserta dengan mekanisme bilateral an-
ETP tar-Peserta sebagai berikut:
A. Transaksi Dengan Bank Indonesia 1. Jenis Transaksi Pasar Keuangan yang

Transaksi Dengan Bank Indonesia di-
lakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP
secara lelang atau nonlelang dalam rangka
kegiatan Operasi Moneter, Operasi Moneter
Syariah, dan/atau transaksi SBN untuk dan
atas nama Pemerintah, dilakukan dengan ke-
tentuan sebagai berikut:

1. Jenis Transaksi
a. Operasi Moneter dan Operasi Moneter
’ Syariah
1) Transaksi OPT dan OPT Syariah di-
lakukan derigan mekanisme lelang
antara lain sebagai berikut:

a) penerbitan SBI, SBIS, dan SDB;

b) Term Deposit Rupiah;

c} pembelian dan penjualan SBN di

dapat dilakukan antara lain:
a. Transaksi Surat Berharga yang dilaku-

kan dalam rangka pasar uang dan/
atau transaksi surat berharga di pas-
ar sekunder yang antara lain terdiri
dari transaksi Repurchase Agreement
{Repo) dengan perpindahan kepemilikan
Surat Berharga atau tanpa perpindahan
kepemilikan Surat Berharga, transaksi
jual beli Surat Berharga secara putus
(outright), dan transaksi pinjam memin-
jam Surat Berharga (transaksi securities
lending and borrowing);

. Transaksi pinjam meminjam tanpa

menggunakan surat berharga vang di-
lakukan dalam rangka pasar uang.

pasar sekunder; : 2. Pengajuan Kuotasi Transaksi Pasar Keuan-

d) Repo SBI, SBIS, SDBI, dan SBN;
dan
e} Reverse Repo SBN.

2} Transaksi OPT dan OPT Syariah
yang dilakukan dengan mekanisme
nonlelang antara lain pembelian dan
penjualan SBN di pasar sekunder.

3) Standing Facilities dan Standing
Facilities Syariah yang terdiri dari
penyediaan dana Rupiah (lending
facility dan financing facility) dan
penempatan dana Rupiah (deposit
facility dan FASBIS).-

b. Transaksi untuk dan atas nama Pemer-
intah Transaksi untuk dan atas nama
Pemerintah ¢.q Kementerian Keuangan
antara lain transaksi lelang dalam rang-
ka penerbitan SBN di pasar perdana.

2. Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indo-
nesia sebagaimana dimaksud dalam_angka
1, dilakukan oleh Peserta dengan mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang men-
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gan oleh Peserta
a. Peserta dapat mengajukan kuotasi

Transaksi Pasar Keuangan selama jam
operasional Sistem BI-ETP.

b. Pengajuan kuotasi Transaksi Pasar

Keuangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dapat berupa penawaran
atau permintaan dana dan/atau Surat
Berharga.

c. Peserta dapat mengajukan kuotasi:

1) untuk dan atas nama Peserta; atau
'2) untuk dan atas nama pihak lain.

d. Pengajuan kuotasi untuk dan atas nama

Peserta lain sebagaimana dimaksud

dalam butir ¢.2) sebagai berikut:

1) Peserta yang menunjuk Peserta lain
sebagai lembaga perantara (broker)
harus menetapkan Broker Bidding
Limit bagi lembaga perantara (bro-
ker), sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam butir [V.C.2.

2) Kuotasi yang disampaikan akan di-
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tolak dalam hal nominal penawaran
telah melampaui Broker Bidding Lim-
it.

Penawaran kuotasi yang diajukan
oleh lembaga perantara (broker} atas
nama Peserta lain sebagaimana di-
maksud dalam angka 1) berdasar-
kan data yang tercantum dalam
dokumen instruksi transaksi pendu-
kung bagi Peserta yang mengajukan
penawaran kuotasi untuk dan atas

3

nama Peserta iain.

e. Peserta yang mengirimkan kuotasi

dapat menetapkan batas waktu kuotasi
baik secara otomatis maupun secara
manual.

3. Mekanisme Transaksi Pasar Keuangan
a. Pengajuan kuotasi Transaksi Pasar

Keuangan dengan menggunakan Surat
Berharga sebagaimana dimaksud dalam
butir 1.a, dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Peserta pemberi kuotasi mengajukan

penawaran dengan informasi antara
lain: ‘

a) jenis dan seri Surat Berharga;

b} nominal (amount};

¢) suku bunga (rate);

d) jangka waktu; dan/atau

e) tanggal dan waktu setelmen.

2) Peserta pemberi kuotasi dapat men-
gubah atau membatalkan informasi
penawaran sebagaimana dimaksud
dalam angka 1), sepanjang kuotasi
dimaksud belum diterima atau dita-
war oleh Peserta penerima kuotasi.

3) Terhadap informasi penawaran yang
disampaikan oleh Peserta pemberi
kuotasi, Peserta penerima kuotasi
dapat mengajukan penawaran.

4) Peserta pemberi kuotasi dapat men-
gajukan penawaran atau menolak
penawaran yang diajukan oleh Peser-
ta penerima kuotasi.

5) Dalam hal Peserta pemberi kuotasi
atau penerima kuotasi telah me-
nyepakati informasi penawaran yang
digjukan lawan transaksi, Peserta
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pemberi kuotasi dan penerima kuo-
tasi dapat menerima penawaran di-
maksud.

6) Atas penawaran kuotasi yang diteri-
ma sebagaimana dimaksud dalam
angka b), dilakukan setelmen di Bl-
SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS.

. Pengajuan kuotasi Transaksi Pasar |

Keuangan tanpa menggunakan Surat

Berharga sebagaimana dimaksud dalam

butir 1.b dengan ketentuan sebagai

berikut:

1} Peserta pemberi kuotasi mengajukan

penawaran dengan informasi antara

lain:

a) nominal {amount);

b) suku bunga {rate});

¢) jangka waktu; dan

d) tanggal dan waktu setelmen.

Peserta pemberi kuotasi dapat men-

gubah atau membatalkan informasi

penawaran sebagaimana dimaksud

dalam angka 1), sepanjang kuotasi

dimaksud belum diterima atau dita-

war oleh Peserta penerima kuotasi.

3) Terhadap informasi penawaran yang
disampaikan oleh Peserta pemberi
kuotasi, Peserta penerima kuotasi
dapat mengajukan penawaran.

4) Peserta pemberi kuotasi dapat men-

2

gajukan penawaran atau menolak

penawaran yang diajukan oleh Peser-

ta penerima kuotasi.

Dalam hal Peserta pemberi kuotasi

atau penerima kuotasi telah me-

nyepakati informasi penawaran yang
diajukan lawan transaksi, Peserta
pemberi kuotasi dan penerima kuo-

tasi dapat menerima penawaran di-

maksud.

6) Atas penawaran kuotasi yang diteri-
ma sebagaimana dimaksud dalam
angka b), dilakukan setelimen di Bl-
S$SSS dan/atau Sistem BI-RTGS.

5

KETENTUAN DAN PROSEDUR KEADAAN TIDAK
NORMAL DAN KEADAAN DARURAT
Ketentuan dan prosedur dalam rangka men-
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jaga kelangsungan operasional penyelenggaraan
Sistem BI-ETP, apabila terjadi Keadaan Tidak

Normal dan/atau Keadaan Darurat, diatur sebagai 2.

berikut:
A. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat di Penyelenggara Sistem BI-ETP
1. Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara
Sistem BI-ETP Dalam hal terjadinya Ke-
adaan Tidak Normal di Penyelenggara
Sistem BI-ETP yang mempengaruhi kelan-
caran penyelenggaraan Sistem BI-ETP atau
mengakibatkan Penyelenggara Sistem BI-
ETP tidak dapat melakukan kegiatan opera-
sional Sistem BI-ETP, maka prosedur yang
dilakukan adalah sebagai berikut:

desk Sistem BIETP, dan/atau sarana
lainnya.
Keadaan Darurat di Penyelenggara Sistem
BI-ETP
Dalam hal terjadi Keadaan Darurat

yang menyebabkan Sistem BI-ETP tidak |

dapat beroperasi atau tidak dapat terse-
lenggara, Penyelenggara Sistem BI-ETP
menetapkan kebijakan dan prosedur pen-
anggulangan Keadaan Darurat dan mem-
beritahukan kepada seluruh Peserta men-
genai terjadinya Keadaan Darurat serta
hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta
dalam penyelenggaraan Sistem BIETP.

B. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan

a. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberi- Darurat di Peserta

tahukan kepada seluruh Peserta men- 1.

genai terjadinya Keadaan Tidak Nor-

mal dan tahapan yang periu dilakukan,

melalui sarana Administrative Message
dan/atau sarana lain.

b. Dalam Keadaan Tidak Normal yang men-
gakibatkan kegiatan operasional Sistem
BI-ETP tidak dapat dilaksanakan, maka
tahapan yang dilakukan oleh Peserta
antara lain sebagai berikut:

1) menghentikan sementara kegiatan
pengiriman Transaksi dan kegiatan
lainnya yang melalui Sistem BI-ETP
selama proses pemulihan dan Peser-
ta tidak boleh mengirimkan Transak-
si sampai dengan adanya pemberita-
huan lebih lanjut;

2) melakukan koneksi ke Sistem BI-ETP
setelah proses pemulihan selesai;

3) melakukan rekonsiliasi antara data 2.

Transaksi di Sistem BI-ETP yang ada

Peserta dengan Sistem BI-ETP yang

" ada di Penyelenggara Sistem BI-ETP;

4) menginformasikan kepada Help Desk

Sistern BIETP apabila terdapat per-

bedaan data Transaksi sebagaimana
dimaksud dalam angka 3).

c. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
komunikasi antara Peserta dengan Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dilakukan
melalui Administrative Message, help
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Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal

dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang

mengakibatkan terganggunya kelancaran

Transaksi, berlaku prosedur sebagai beri-

kut:

a. Peserta memberitahukan kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP mengenai ter-
jadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau
Keadaan Darurat.

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a disampaikan kepada:

1) help desk BI-ETP melalui sarana tele-
pon paling lama 30 (tiga puluh) menit
sejak terjadinya Keadaan Tidak Nor-
mal dan/atau Keadaan Darurat; dan/
atau

2) Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui
surat yang didahului dengan faksimi-
le atau sarana lain.

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Nor-

mal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

yang miengakibatkan Peserta tidak dapat
melakukan kegiatan operasional Sistem BI-

ETP, beriaku prosedur sebagai berikut:

a. Dalam hal Peserta tidak dapat meng-
gunakan Sistem BI-ETP Utama maka
Peserta menggunakan Sistem BIETP
Cadangan.

b. Dalam hal Peserta tidak dapat menggu-
nakan Sistem BI-ETP Cadangan, maka
Peserta dapat melakukan kegiatan op-
erasional Sistem BI-ETP dengan meng-
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gunakan Fasilitas Guest Bank di lokasi
Penyelenggara Sistem BI-ETP atau KP-
wDN dalam hal Peserta berkantor pusat
di wilayah kerja KPwDN

c. Dalam hal Peserta memutuskan untuk
tidak melakukan kegiatan operasional
maka Peserta harus segera memberita-
hukan kepada Penyelenggara Sistem Bl-
ETP melalui surat yang dapat didahului
dengan faksimile atau sarana lain,

3. Dalam hal terjadi’ Keadaan Tidak Normal

dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dapat mene-
tapkan kebijakan, prosedur, dan hal-hal
lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Transaksi melalui Sistemn BI-ETP.

C. Penggunaan Fasilitas Guest Bank
1. Penggunaan Fasilitas Guest Bank diatur se-

bagai berikut:

a. Peserta dapat menggunakan Fasilitas
Guest Bank yang disediakan oleh Peny-
elenggara Sistem BI-ETP apabila Sistem
BI-ETP utama dan Sistem BI-ETP cadan-
gan di Peserta tidak dapat digunakan.

b. Fasilitas Guest Bank sebagaimana di-
maksud dalam huruf a dapat digunakan
oleh Peserta selama jam operasional
Sistem BI-ETP untuk mengirimkan in-
struksi Transaksi.

c. Penyelenggara Sistem BI-ETP mengena-
kan biaya terhadap Peserta yang meng-
gunakan Fasilitas Guest Bank.’

d. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat
‘menetapkan batas maksimal waktu
penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam
hal jumlah Peserta yang mengajukan
permohonan  penggunaan  Fasilitas
Guest Bank melebihi kapasitas yang
tersedia.

e. Peserta membebaskan Penyelenggara
Sistem BI-ETP dari segala kerugian yang
timbul dan/atau yang akan timbul yang
dialami Peserta sehubungan dengan
pelaksanaan transaksi melalui Fasilitas
Guest Bank.

. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank

diatur sebagai berikut:
a. Peserta mengajukan surat permohonan
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untuk menggunakan Fasilitas Guest |
Bank kepada Penyelenggara Sistem BI- |
ETP sebagaimana contoh dalam Lampi-
ran II.16.

b. Surat permohcnan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a memuat antara lain:
1) alasan menggunakan Fasilitas Guest

Bank;
2} lokasi penggunaan Fasilitas Guest
Bank; dan ;

3} pernyataan bahwa Peserta yang ber-
sangkutan membebaskan Bank Indo-
nesia dari tanggung jawab {indemni-
ty} atas segala kerugian yang timbul
pada Peserta sehubungan dengan
pelaksanaan Transaksi melalui Fasili-
tas Guest Bank.

c. Surat permohonan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a ditandatangani oleh
pejabat pemberi contoh tanda tangan.

d. Surat permohonan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BIETP dengan
ketentuan sebagai berikut:

1} surat disampaikan ke alamat se-
bagaimana dimaksud dalam butir
ILA.3;

2) bagi Peserta yang berkedudukan di
wilayah kerja KPwDN, surat disam-
paikan kepada Penyelenggara Sistem
BI-ETP dengan tembusan kepada
KPwDN yang menyediakan Fasilitas
Guest Bank.

e. Surat permohonan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a dapat disampaikan
terlebih dahulu kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP melalui sarana faksimile
atau sarana lain.

3. Berdasarkan persetujuan dari Penyeleng-

gara Sistem BI-ETP untuk menggunakan
Fasilitas Guest Bank yang disampaikan
melalui Administrative Message atau sara-
na lainnya, Peserta menggunakan Fasilitas
Guest Bank di lokasi Penyelenggara Sistem
BI-ETP atau KPwDN dengan prosedur seb-
agai berikut:
1) Peserta menyiapkan data Transaksi dan
hal-hal lain yang diperlukan untuk oper-




VII.

asional di Penyelengéara Sistem BI-ETP

sesuai dengan pedoman penggunaan

Fasilitas Guest Bank untuk Peserta seb-

agaimana dimaksud dalam Lampiran V.

2) Dalam hal jumlah Peserta yang men-

gajukan permohanan melebihi kapasitas

Fasilitas Guest Bank yang disediakan,

Penyelenggara Sistem BIETP dapat

menetapkan urutan penggunaan Fasili-

tas Guest Bank berdasarkan urutan ke-
datangan Peserta.

BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM

BI-ETP
Penyelenggara Sistem BI-ETP mengenakan
biaya terhadap Peserta atas penggunaan Sistem

- BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis biaya
Jenis biaya dalam penggunaan Slstem

BI-ETP meliputi antara lain:

a. Biaya Transaksi
1) Biaya Transaksi dikenakan untuk setiap

pengiriman instruksi Transaksi yang me-
liputi antara lain pengiriman penawaran,
penawaran kembali, penerimaan, atau
penolakan.

2) Biaya Transaksi sebagamana dimaksud
dalam angka 1) termasuk pengiriman
perubahan (amandemen).

b. Biaya penggunaan Administrative Message
Biaya penggunaan Administrative Message
untuk setiap pengiriman baik kepada Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP maupun antar
Peserta dikenakan biaya.

c. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank
1) Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank

dihitung berdasarkan akumulasi peng-
gunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1
(satu) hari dengan pembulatan waktu 1
(satu) jam ke atas sebagaimana contoh
perhitungan dalam Lampiran VI.

2) Besarnya biaya sebagaimana dimak-
sud dalam angka 1) dihitung berdasar-
kan absensi yang telah ditandatangani
oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dan
Peserta.

Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat
menetapkan durasi penggunaan Fasili-
tas Guest Bank oleh Peserta terkait
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perhitungan biaya penggunaan Fasilitas
Guest Bank.
d. Biaya penambahan atau penggantian Digi-

tal Certificate Hard Token

1) Pengenaan biaya penambahan atau
penggantian Digital Certificate Hard To-
ken dikenakan untuk penambahan me-
lebihi batas maksimal yang ditetapkan
Penyelenggara Sistem BI-ETP dan peng-
gantian Digital Certificate Hard Token
karena rusak atau hilang.

2) Biaya dikenakan untuk setiap Digital
Certificate Hard Token.

. Besarnya biaya dalam penggunaan Sistem BI-

ETP sebagaimana dimaksud dalam angka 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

. Dalam hal terdapat penambahan atau pe-

rubahan biaya, Penyelenggara Sistem BI-ETP
mengumumkan perubahan dimaksud kepada
Peserta melalui Administrative Messages
pada Sistem BI-ETP atau sarana lainnya.

. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetap-

kan besarnya biaya yang berbeda bagi Peserta
Kementerian Keuangan atau lembaga lain.

. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/

atau Keadaan Darurat, Penyelenggara Sistem
BI-ETP dapat menetapkan biaya penggunaan
Sistem BI-ETP yang berbeda.

. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam

angka 2, angka 4 dan angka 5 belum terma-
suk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

. Perhitungan dan Pembebanan Biaya

a. Perhitungan jumlah biaya dilakukan oleh
Penyelenggara Sistem BI-ETP paling lama
pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
Transaksi untuk masing-masing Peserta.

b. Penyelenggara Sistem BI-ETP membebank-
an biaya dengan mendebet Rekening Giro
Peserta atau Bank Pembayar yang ditunjuk
Peserta.

. Pembebanan Biaya Oleh Peserta Kepada Na-

sabah

Dalam rangka mendukung kelancaran pelak-

sanaan Transaksi melalui Sistem BI-ETP,

Peserta dapat mengenakan biaya kepada na-

sabah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta mengenakan biaya kepada na-
sabah dalam jumlah yang wajar; dan
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b. Peserta wajib menginformasikan besarnya
biaya penggunaan Sistem BI-ETP yang
ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP
dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-
ETP yaHg dibebankan oleh Peserta kepada
nasabah.

VIIl. PEMANTAUAN KEPATUHAN PESERTA
A. Ruang Lingkup Pemantauan

1, Pemantauan dilakukan oleh Penyelenggara
Sistemn BI-ETP secara berkesinambungan.

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 dapat dilakukan dengan metode
sebagai berjkut:

a. Pemantauan langsung, dengan cara
melakukan pemeriksaan ke lokasi keg-
iatan usaha Peserta.

b. Pemantauan tidak langsung, dengan
cara melakukan penelitian, analisis, dan
evaluasi terhadap:

1) laporan berkala dan/atau laporan
sewaktu-waktu yang disampaikan
oleh Peserta kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP; dan

2) data atau informasi yang diperoleh
dari:

a) Peserta yang bersangkutan;
b) sistem di Penyelenggara Sistem
BI-ETP; dan/atau
c) pihak lain.
B. Pemantauan Langsung

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan
pemantauan langsung melalui pemeriksaan
ke lokasi kegiatan usaha Peserta sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

2. Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peser-
ta sebagaimana dimaksud dalam angka 1
meliputi aspek-aspek antara lain:

a. tata kelola;

b. operasional;

¢. infrastruktur; dan/atau

d. BCP.

3. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan
pemantauan langsung dengan prosedur
sebagai berikut:

a. Petugas yang melakukan pemeriksaan
dilengjkapi surat introduksi dari Bank In-
donesia. :

b. Peserta wajib memberikan kepada petu-

gas yang melakukan pemeriksaan seb-

agaimana dimaksud dalam huruf a, pal-

ing kurang meliputi:

1) informasi, data, dan/atau keterangan
serta dokumen asli maupun salinan
dokumen vang diperlukan mengenai

. pelaksanaan Sistem BI-ETP, terma-
suk data elektronik, warkat, dan do-
kumen tertulis lainnya;

2) akses untuk melakukan pemantauan
langsung terhadap sarana fisik dan
aplikasi pendukung lainnya; dan

3) hal-hal lain yang diperlukan dalam
pemantauan langsung.

c. Peserta wajib memberikan penjelasan
atau keterangan kepada petugas yang
melakukan pemeriksaan dalam rangka
klarifikasi dan/atau konfirmasi atas in-
formasi, data, dan/atau dokumen yang
diperoleh dalam pemeriksaan seb-
agaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Pada akhir pemeriksaan di lokasi Peser-
ta, dilakukan exit meeting untuk me-
nyampaikan dan membahas pokok-po-
kok hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal
vang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.

e. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyu-
sun dan menyampaikan kepada Peser-
ta laporan hasil pemeriksaan dan/atau
hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh
Peserta. i

. Penyelenggara Sistem BI-ETP  dapat

menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian
dan kompetensi di bidang audit teknclogi
informasi, untuk dan atas nama Penye-
lenggara Sistem BI-ETP melakukan pemer-
iksaan dengan tetap menjaga kerahasiaan
sesuai ketentuan yang berlaku.

. Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemer-

iksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditinda-
klanjuti sebagaimana dimaksud dalam butir
B.3.e dan melaporkan secara tertulis atas
tindak lanjut tersebut kepada Penyeleng-
gara Sistem BIETP.

. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia

dapat melakukan pemeriksaan kembatli un-
tuk memastikan kebenaran laporan tindak
lanjut.



C. Pemantauan Tidak Langsung

1. Pemantauan tidak langsung dilakukan oleh
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IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Penyelenggara Sistem BI-ETP secara ber-
kesinambungan.

. Peserta wajib menyampaikan laporan ter-
tulis dalam rangka pemantauan tidak lang-
sung sebagaimana dimaksud dalam butir
A.2.b, antara lain sebagai berikut:

a. Laporan berkala

Laporan berkala antara lain terdiri atas

Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan

{LHPK)

1) LHPK merupakan laporan tahunan
yang memuat hasil penilaian kepatu-
han berdasarkan pemeriksaan inter-
nal Peserta.

2) Periode LHPK adalah periode 1 Janu-
ari sampai dengan 31 Desember dan
disampaikan kepada Penyelenggara

’ Sistem BI-ETP dengan batas waktu
penyampaian paling lambat tanggal
31 Maret tahun berikutnya,

3) Dalam hal batas waktu penyampaian
LHPK sebagaimana dimaksud dalam
angka 2) jatuh pada hari libur, batas
waktu penyampaian LHPK dilakukan
pada hari kerja berikutnya.,

4} LHPK disampaikan secara tertulis ke-
pada Penyelenggara Sistem BI-ETP
melalui surat dan/atau sarana lain
yang ditetapkan oleh Penyelenggara
Sistemn BI-ETP.

b. Laporan sewaktu-waktu

Laporan sewaktu-waktu berupa laporan

tertulis yang terdiri atas:

1} laporan yang disampaikan oleh Peser-
ta kepada Penyelenggara Sistem BI-
ETP atas permintaan Penyelenggara
Sistem BI-ETP;

2) laporan yang disampaikan kepada
Penyelenggara Sistem BI-ETP atas
inisiatif Peserta.

3. Berdasarkan hasil pemantauan tidak lang-

sung sebagaimana dimaksud dalam angka
2, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat
melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi
kepada Peserta.

. Dalam bhal klarifikasi dan/atau konfirmasi
_ sebagaimana dimaksud dalam angka 3
belum mencukupi, Penyelenggara Sistem
BI-ETP dapat mefakukan pemeriksaan lang-
sung.

Business News 8803/20-1-2016

Tata cara pengenaan sanksi terkait Penye-
ienggaraan Sistem BI-ETP terhadap Peserta seb-

agai berikut:
1. Sanksi teguran tertulis

a. Sanksi teguran tertulis dikenakan kepada

Peserta yang melakukan hal-hal sebagai

berikut: :

1) tidak memenuhi kewajiban Peserta seb-
agaimana dimaksud dalam butir lil.F;

2} tidak menginformasikan biaya transaksi
dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP
kepada nasabah secara transparan seb-
agaimana dimaksud dalam butir VI[.8.b;

3} tidak memberikan informasi, data dan/
atau keterangan serta dokumen asli
maupun salinan deckumen mengenai
pelaksanaan Sistem BI-ETP sebagaima-
na dimaksud dalam butir VIII.B.3.b.1);

4) tidak memberikan akses kepada Peny-
elenggara Sistem BI-ETP untuk melaku-
kan pemantauan langsung sebagaimana
dimaksud dalam butir Viil.B.3.b.2);

5) tidak menindaklanjuti hasil pemantau-
an yang dilakukan oleh Penyelenggara
Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud
dalam butir VIII.B.5;

6) terlambat atau tidak menyampaikan
LHPK dalam batas waktu yang ditetap-
kan sebagaimana dimaksud dalam butir
VIIl.C.2.a.; dan/atau

7} tidak menyampaikan laporan sewaktu-
waktu sebagaimana dimaksud dalam
butir VIII.C.2.b.

. Peserta wajib menindaklanjuti sanksi tegu-

ran tertulis sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dengan batas waktu sebagai beri-

kut:

1) teguran tertulis karena tidak memenuhi
kewajiban Peserta sebagaimana dimak-
sud dalam butir 1.a.1) paling lama 30
{tiga puluh) hari kerja sejak teguran ter-
tulis diterima;

2) teguran tertulis karena tidak mem-
berikan akses kepada Penyelenggara
Sistem BI-ETP untuk melakukan pemer-
iksaan secara langsung sebagaimana di-
maksud dalam butir 1.a.4) paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis
diterima;

3) teguran tertulis karena tidak meninda-
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klanjuti hasil pemantauan sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.a.5) sesuai ba-
tas waktu yang ditentukan oleh Peny-
elenggara Sistem BI-ETP pada laporan
hasil pemeriksaan;

4) teguran tertulis karena tidak menyam-
paikan LHPK dalam batas waktu yang
ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-
ETP sebagaimana dimaksud dalam butir
1.a.6} paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak teguran tertulis diterima.

¢c. Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti
sanksi teguran tertulis dalam batas wak-
tu sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
Peserta dikenakan sanksi teguran tertulis
kedua.

d. Atas sanksi teguran tertulis kedua seb-
agaimana dimaksud dalam huruf ¢, Peserta
wajib melakukan tindak lanjut dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf
b. ‘ .

e. Surat teguran tertulis sebagaimana dimak-
sud datam huruf a dan huruf ¢ disampaikan
kepada Peserta dengan tembusan kepada
lembaga pengawas terkait.

. Sanksi kewajiban membayar

Selain sanksi teguran tertulis karena tidak me-
menuhi kewajiban penyampaian LHPK sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan Peny-

elenggara Sistem BI-ETP sebagaimana dimak- |

sud dalam butir 1.a.6), Peserta dikenakan

sanksi kewajiban membayar, dengan keten-

tuan sebagai berikut:

a. setiap keterlambatan atau tidak menyam-
paikan LHPK sebagaimana dimaksud dalam
butir VI11.C.2.a.1), dikenakan sanksi kewa-
jiban membayar sebesar Rp500.000,00
{lima ratus ribu rupiah) per hari kerja di-
hitung sejak batas waktu penyampaian
1 HPK, dengan batas nominal paling banyak
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah};

b. pengenaan sanksi kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud dalam bhuruf a di-
lakukan dengan mendebet Rekening Giro
Peserta dan/atau Rekening Giro Bank
Pembayar; dan/atau -

¢. dalam hal Peserta terlambat menyampai-
kan LHPK sesuai batas waktu, Peserta
tetap wajib menyampaikan LHPK paling

Xi.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

lama 30 {tiga puluh) hari kerja sejak batas
waktu penyampaian LHPK yang ditetapkan
oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.

3. Sanksi perubahan status kepesertaan

a. Dalam hal Peserta tidak memenuhi kewa-
jiban untuk menindaklanjuti teguran tertu-
lis kedua sesuai batas waktu yang diten-
tukan, sebagaimana dimaksud dalam butir
1.d, Peserta dikenakan sanksi perubahan
status kepesertaan.

b. Pengenaan sanksi perubahan status kepe-
sertaan sebagaimana dimaksud dalam hur-
uf a, dilakukan berdasarkan tanggatl efektif
perubahan status yang ditetapkan oleh Pe-
nyelenggara Sistem BI-ETP dan diberitahu-
kan paling lambat 1 {satu) hari kerja sebel-
umnya oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.

c. Surat pengenaan sanksi perubahan status
kepesertaan disampaikan kepada Peserta
dengan tembusan kepada lembaga penga-
was terkait.

LAIN-LAIN

1.

Peserta yang berada dalam wilayah KPwDN
Jakarta dikecualikan dari kewajiban menyam-
paikan tembusan surat kepada KPwDN.
Lampiran | sampai dengan Lampiran VI meru-
pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Su-
rat Edaran Bank Indonesia ini.

PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia int mulai berlaku

pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengumuman Surat Edaran Bank indone-
sia ini dengan penempatannya dalam Berita Neg-
ara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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